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ABSTRAK

Pornografi dan pornoaksi merupakan satu diantara sekian banyak masalah
pelik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dampak negatif dari pornografi dan
pornoaksi itu sendiri sudah menyebabkan rusaknya tatanan moral seluruh masyarakat,
mulai dari anak kecil, orang dewasa, laki-laki, dan wanita.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai salah satu lembaga keagamaan
Islam di negara Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI tahun 2001 tentang
pornografi dan pornoaksi, yang berisikan tentang beberapa pertimbangan, dasar
hukum, hukum dari pornografi dan pornoaksi, serta rekomendasi kepada pihak-pihak
yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi untuk ikut mencegah mafsadat yang
ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi.

Skripsi dengan judul Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana fatwa MUI tersebut dirumuskan secara metodologis
dalam kaedah ushul figh kebahasaan dengan melakukan pengujian terhadap adillatu
al-ahkam yang dipakai MUI di dalam fatwa tersebut, dan bagaimana korelasi fatwa

MUI tersebut dengan magashid al-syari’ah dengan pendekatan gaedah ushul figh.

Dari pengujian fatwa dari dua aspek tersebut, dapat diambil pemahaman
bahwa semua dalil hukum yang dipakai MUI dalam menetapkan fatwa pornografi
tersebut bisa dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum dengan
kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat. Selain itu fatwa tersebut juga
sangat relevan dengan maqashid al-syari’ah, yuang didalamnya bertujuan untuk

mendatangkan maslahat dan menghindarkan mafsadat dalam kehidupan manusia
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat
ini adalah masalah pornografi dan pornoaksi yang telah menjadi isu yang mengemuka
dan cukup meresahkan bagi seluruh lapisan masyarakat?. Istilah pornografi itu sendiri
tersusun dari dua kata yang berasal dari Bahasa Yunani, Porne (pelacur) dan
Graphein (ungkapan), atau bisa diartikan segala bentuk produk media yang
mengexploitasi potensi dan perilaku sexual manusia, terutama kaum wanita untuk
tujuan-tujuan yang tidak bertanggung jawab?. Ketua Komite Penegakan Pedoman
Perilaku Televisi (KP3T), Sarlito Wirawan, dalam pointers laporan pengukuhan
Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3),
mengatakan bahwa agar tercapai obyektivitas dan agar tidak berat sebelah perlu
terlebih dahulu dirujuk definisi-definisi pornografi / pornoaksi yang baku.
Menurutnya dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Dalam pornografi harus ada
unsur kesengajaan atau niat (intention) untuk merangsang (stimulate) atau memicu
(incite) perasaan erotik (erotic feelings) atau nafsu (lust). (b) Dalam pornografi (graph
berarti gambar) sudah tercakup pornoaksi, karena tindakan atau perbuatan cabul itu

juga digambarkan dalam foto, lukisan atau film.

! presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kegiatan pornografi dan pornoaksi yang
sekarang terjadi di masyarakat tidak bisa ditoleransi lagi. Pemerintah segera melakukan usaha
maksimum, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding-
MoU) pemberantasan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi. "ltu merusak bangsa ini,” kata
presiden seperti dikutip Menpora Adhyaksa Dault seusai bersama Menneg Pemberdayaan Perempuan
(PP) Meutia Hatta diterima presiden di Kantor Kepresidenan Jakarta hari Senin, 28 Maret 2005. Lihat
Pikiran Rakyat, edisi 29 Maret 2005

2 Abu Abdurrahman Nusantari, Menepis Godaan Pornografi, Jakarta: Darul Falah, 2005, him. 29



Dengan demikian pornografi yang di luar graphicframe seperti pada
pertunjukan striptease atau liveshow tidak disebut sebagai pornografi, melainkan
pornoaksi.

Permasalahan pornografi dan pornoaksi ini sangatlah pelik, karena tanpa
disadari masalah pornografi dan pornoaksi saat ini sudah mencapai tahap yang sangat
memprihatinkan. Selain itu masalah pornografi dan pornoaksi merupakan akar dari
munculnya ‘kejahatan-kejahatan seksual” yang saat ini marak terjadi.

Dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi ini sangatlah besar, yang
tidak hanya menjerumuskan para pemuda dalam tindak pidana pornografi dan
pornoaksi®, akan tetapi juga sudah berimbas pada orang tua dan anak-anak, karena
santapan pornografi dan pornoaksi saat ini dengan mudah bisa diperoleh oleh semua
golongan usia, termasuk anak-anak dengan harga yang relatif sangat murah. Para
korban dari kejahatan seksual ini tidak hanya terfokus pada perempuan dewasa saja,
akan tetapi juga perempuan yang sudah lanjut, dan bahkan anak-anak dibawah umur,
laki-laki maupun perempuan.

Satu hal yang sangat memprihatinkan, terkadang pelaku dari tindak pidana
pornografi dan pornoaksi bukanlah orang luar, orang jalanan, atau penjahat murni,
akan tetapi justru tidak sedikit, para perempuan dan anak-anak dibawah umur menjadi
korban pelecehan seksual dari tetangga, saudara, guru, dan atau orang tua mereka
sendiri, yang seharusnya pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut

menjadi pelindung bagi si korban.

% Menurut data Menneg Kominfo, 50 persen kaum muda lebih suka menggunakan internet untuk
mencari dan membuka situs porno. Lihat Barda Nawawie Arief, Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan
Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, makalah dalam seminar
Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi / Pornoaksi, Hotel Graha Santika, Semarang: 20
Desember 2005, him. 9



Sebenarnya sudah banyak aturan-aturan, baik itu bersifat mengikat atau
tidak, yang sudah mengatur tentang pornografi dan pornoaksi, meskipun kadang-
kadang istilah pornografi dan pornoaksi tidak disebutkan dan dirumuskan secara
eksplisit*, yaitu seperti yang sudah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)®. Dalam Pasal 281KUHP, Diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah ; barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ;
barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan
dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 532, Diancam dengan
pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua
puluh lima rupiah ; barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang
melanggar kesusilaan; barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang
melanggar kesusilaan; barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum
mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Selain pasal diatas, juga diatur dalam pasal 282, 283, 533, dan pasal-pasal
yang lain. Selain didalam KUHP, juga terdapat aturan hukum tentang pornografi dan
pornoaksi dalam Undang-Undang Pers No. 40 / 1999°, yaitu dalam Pasal 5 (1), Pers
nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati
norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
Dan dalam pasal 13, Perusahaan pers dilarang memuat iklan ; (a) Yang berakibat

merendahkan martabat suatu agama dan atau menggangu kerukunan hidup anatar

* Neng Djubaedah, Pornografi Dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Prenada Media,
2003, him. 129

5 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, cet. XIX, 1996, him.
102

® Nur Syahid, HN, 6 (enam) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 no. 23, 30, 39, 35,
36, dan 40, Jakarta: BP. Panca Usaha, 2000, hlm. 209



umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Dalam Pasal
18 juga disebutkan; (1)Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan
(2) serta pasal 13 dipidana dengan pidana paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah)

Bahkan baru-baru ini pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
berangkat dari keinginan mayoritas penduduk Indonesia’, sudah membentuk Pansus
yang bertugas untuk membahas secara khusus Rancangan Undang-Undang anti
pornografi dan pornoaksi (RUU APP) yang nantinya dikemudian hari diharapkan bisa
mengatur secara sebijaksana mungkin sekaligus menjawab permasalahan-
permasalahan yang mempunyai keterkaitan dengan pornografi dan pornoaksi yang
ada di Indonesia, terutama masalah kerusakan mental dan moral, sesuai dengan apa
yang menjadi tujuan diundangkanya RUU APP dalam Pasal 3% ; Anti pornografi dan
pornoaksi bertujuan ; (1) Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang
berkepribadian luhur kepadaTuhan Yang Maha Esa. (2) Memberikan perlindungan,
pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat

Masalah pornografi dan pornoaksi selain menimbulkan permasalahan dalam

moralitas dan mentalitas manusia, juga terkait erat dengan permasalahan-

" Meskipun pembahasan tentang rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi tersebut
mendapat dukungan dari banyak pihak, salah satunya dukungan dari Ketua MUI, Ma’ruf Amin, yang
dimuat dalam Media Indonesia, edisi 19 Februari 2006, mengatakan bahwa "Ancaman bahaya
pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat sudah demikian nyata dan sangat membahayakan
terutama bagi generasi muda, hingga RUU itu harus segera selesai,”. Namun pembahasan RUU
tersebut bukan berarti tanpa hambatan. Karena ada beberapa aktivis dan tokoh-tokoh yang lain yang
kurang begitu setuju dengan rencana diundangkannya Undang-Undang anti pornografi dan pornoaksi
karena RUU APP dilihat sebagai bagian dari kecenderungan yang lebih luas dari upaya-upaya
penggunaan perundang-undangan formal untuk melakukan pembatasan terhadap tubuh, ruang gerak,
dan juga seksualitas perempuan. Ketua KOMNAS perempuan, Kamala Chandrakirana meminta agar
pemerintah mencermati kembali hubungan RUU APP itu dengan isi dari amandemen Undang-Undang
Kesehatan, dan Undang-Undang yang lain, serta Peraturan-Peraturan Daerah tentang syari’ah. Lihat
Maria Hartiningsih, Rancangan Undang-Undang Pornografi, Siapa Berhak Membuat Definisi ?,
Jakarta: Kompas edisi 4 Februari 2006.

8 Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi versi Pemerintah



permasalahan yang lain, Karena secara ideal masalah pornografi dan pornoaksi juga
terkait dengan aspek moral, budaya/kultur, dan hak asasi manusia. Sedangkan secara
factual, masalah pornografi dan pornoaksi ini juga terkait dengan pelbagai aspek
lainnya yang meliputi bisnis-ekonomi, entertainment, politik, dan aspek lain. Oleh
karena itu kebijakan-kebijakan hukum yang diambil selain dapat mengatasi masalah
inti dari pornografi dan pornoaksi, juga harus dapat menangkal sisi / dampak negatif
dari semua aspek tersebut (aspek ideal & aspek factual).’

Kendala yang lain karena penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia
yang masih cukup lemah. Selain itu terkadang produk-produk hukum tersebut sudah
tidak bisa berbuat lebih banyak lagi jika dibenturkan dengan salah satu isu penting
internasional, yaitu adanya kebebasan bagi seseorang untuk mengekspresikan diri,
keinginan, aspirasi, dan juga hak asasi, yang dengan isu ini, seolah-olah seseorang
dapat melakukan perbuatan apapun, dimanapaun, dan kapanpun, tanpa harus terikat
oleh aturan-aturan yang bersumber dari agama, budaya, dan atau hukum positif yang
lain'®. Hal inilah yang kemudian diartikan oleh sebagian orang dengan kebebasan
tanpa batas yang pada akhirnya berakibat pada degradasi moralitas bangsa.

Hal-hal diatas, yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, dirasakan
sangat berbeda dengan ciri-ciri khas yang ada dalam agama Islam, agama yang
dipeluk oleh mayoritas penduduk negara Indonesia. Karena didalam agama Islam,
moral mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan manusia yang
beradab. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan utama diturunkannya Nabi

Muhammad untuk membawa syari’at Islam di muka bumi ini adalah untuk

® Barda Nawawie Arief, op. cit.,

19 Ahmad Rofig, Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif
Islam, makalah dalam seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi / Pornoaksi, Hotel
Graha Santika, Semarang: 20 Desember 2005, him. 4



merealisasikan kemashlahatan dalam kehidupan manusia, baik selama hidup didunia,
maupun kehidupan setelah dunia, yaitu akherat. (QS. 21 : 107, “Wamaa arsalnaaka
illa rohmatan li al-‘aalamiin®'”). “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan
untuk menjadi rahmat bagi semesta ‘alam™*”

Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad
sebagai rahmat bagi seluruh ‘alam. Barang siapa menerima rahmat (agama) dan
bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia akan bahagia di
dunia dan di akhirat. Akan tetapi siapa yang menolak rahmat tersebut, maka dia akan
rugi di dunia dan di akhirat, karena hanya dengan agama itulah yang bisa membuat
mahluk hidup dengan bahagia®®.

Kemaslahatan atau rahmat yang dibawa agama Islam itu dimaksudkan untuk
menuntun, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam
memperlakukan tubuh agar terjaga harga diri dan kehormatannya sebagai mahluk
yang paling mulia. Karena pada dasarnya produk-produk hukum Islam yang digali
oleh para pakar, harus selalu bersandar kepada Al-Qur’an, maupun Hadist, agar
sejalan dan sesuai dengan misi-misi yang dibawa oleh agama Islam, terutama tujuan
kemaslahatan™*.

Lebih lanjut Abu Ishagq Asy-Syatibi mengklasifikasikan tujuan hukum Islam
dalam konsep Magqaashid al Syari’ah, yaitu penjagaan terhadap agama (Hifdzu al

din), penjagaan terhadap tubuh (Hifdzu al nafsi), penjagaan terhadap akal (Hifdzu al

L Al-Hakim, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang: As-Syifa’, 1998, hlm. 264

12 vang dimaksud dengan lafadz ‘aalamiin menurut Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin as-
Shuyuti adalah untuk seluruh manusia dan jin. Jadi peruntukan rahmat yang dibawa Nabi Muhammad
adalah untuk seluruh manusia dan jin baik itu mu’min atau bukan. Lihat. Jalalain, Tafsirul Jalalain,
Semarang: Toha Putra, him. 273.

13 Muhammad bin Sulaiman, Tafsir Jami'ul Bayan, Semarang: Ma’had Sirajuth Tholibin, 2001,
him. 111

14 Atho bin Khalil, Ushul Figh, Kajian Ushul Figh Mudah dan Praktis, Jakarta: Pustaka Thariqul
Izzah, 2003, him. 386



‘Aqli), penjagaan terhadap harta (Hifdzu al maal ), dan penjagaan terhadap keturunan
(Hifdzu al nasli). Sedangkan Mohammad Muslihuddin menambahkan dengan adanya
tujuan hukum Islam yang keenam, yaitu penjagaan terhadap kehormatan diri
manusia'®. Pemeliharaan diri dari tindak pornografi dan pornoaksi yang meliputi
penjagaan terhadap agama, tubuh, akal, harta, keturunan, dan penjagaan terhadap
kehormatan diri adalah manifestasi dari kewajiban manusia untuk mengemban
amanah yang telah diberikan oleh Allah.

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, rakyat
Indonesia, khususnya umat Islam mulai dari rakyat sipil sampai pemerintah berupaya
untuk memerangi pornografi dan pornoaksi. Salah satu lembaga kegamaan yang
peduli dengan masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia adalah Majelis Ulama
Indonesia ( MUI ). Diantara wujud kepedulian MUI adalah dengan memprakarsai
dan membidani lahirnya Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan
Pornoaksi (K1P3)*® sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi atas problematika
moralitas bangsa karena semain maraknya penyebaran dari tindak pornografi dan
pornoaksi. Dengan terbentuknya KIP3 diharapkan masalah pornografi dan pornoaksi
yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia bisa berangsur-angsur teratasi.
Karena sesuai dengan apa yang sudah menjadi visi misi dari KIP3, yaitu untuk
memerangi pornografi dan pornoaksi.

Hal tersebut dijelaskan dalam pointers laporan pengukuhan KIP3, pada point
7, dijelaskan beberapa visi dari KIP3; yaitu; (7). Berdasarkan kesadaran atas hal-hal

tersebut di atas dan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pernerintah bersarna

15 Neng Djubaedah, op.cit., hIm. 5

16 Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3) adalah wadah dari
tokoh-tokoh organisasi dan lembaga lintas agama dalam upayanya untuk memberantas pornografi dan
pornoaksi. Acara pengukuhan dan launching KIP3 berlangsung di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2005.
Sumber : situs resmi Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.



Masyarakat (Ormas dan LSM) tentang anti pornogarfi dan pornoaksi pada tanggal 9
Desember 2004 yang dipimpin oleh Menko Kesra di dampingi menteri-menteri
terkait, maka setelah dilakukan pembahasan secara mendalam oleh sejumlah tokoh
lintas agama bertempat di kantor MUI, pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2005
didirikan KIP-3 Untuk waktu yang tidak ditentukan, dengan visi dan misi, sebagai
berikut: yaitu Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat yang memiliki
nilai nilai moral yang tidak memanipulasi dan tidak meng-eksploitasi seks dan atau
erotika dalarn kehidupan bermasyarakat; dan Meningkatkan kesadaran masyarakat
dan aparat negara agar Negara Republik Indonesia dan Masyarakat Indonesia terbebas
dari kerusakan moral yang diakibatkan oleh pornografi dan atau pornoaksi.

Sedangkan untuk program jangka pendek KIP3 dijelaskan dalam point (8).
Adapun program jangka pendek yang akan dibahas dalarn sidang pleno pertarna KIP-
3 adalah sebagai berikut; Pengkajian secara komprehensif masalah pornografi dan
pornoaksi serta darnpaknya di masyarakat terutama terhadap perilaku generasi muda;
Penerbitan bulletin dan atau tabloid sebagai bacaan yang sehat dan bermoral, sebagai
antisipasi terhadap penerbitan dan siaran yang tidak mendidik, yang bernuansa tindak
kekerasan dan mistik. Penerbitan ini didasari atas adanya faktor penglihatan (gambar)
lebih dominan mempengaruhi perilaku masyarakat; dan Mengadakan Kongres
Nasional anti pornografi dan 'pornoaksi sebagai kesaksian masyarakat dalam tahun
2005. Diharapkan ditetapkannya hari nasional (national day) kesejukan dan
kedamaian serta terbangunnya sistem moral bangsa Indonesia yang bermartabat.

Disamping pembentukan KIP3 tersebut diatas, Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia, pada tanggal 19 Februari 2002 juga telah mengeluarkan taushiyah

(himbauan-himbauan pada saat-saat tertentu) yang berisikan tentang himbauan MUI



yang ditujukan kepada umat Islam tentang bagaimana penyikapan terhadap pornografi
dan pornoaksi. Isi dari taushiyah tersebut adalah :

“Mencermati perkembangan kehidupan masyarakat yang ditandai oleh
merajalelanya berbagai bentuk kemungkaran (al-Munkarat), seperti perzinaan,
pelacuran, perjudian, dan tindak pidana kekerasan serta penayangan / pemuatan
pornografi di media massa, Majelis Ulama Indonesia menyatakan keprihatinannya
yang mendalam dan menilai bahwa berbagai bentuk kemungkaran tersebut akan
semakin merusak ahlak bangsa dan pada giliran berikutnya dapat membawa bangsa
keambang kehancuran.

Sehubungan dengan itu, dengan mengharap rahmat hidayah dan ridlo dari
Allah SWT, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan taushiyah
sebagai berikut :

1. Mengecam keras penayangan / pemutaran gambar, visual, program
dan berita porno di media massa; (a) Dansa yo Dansa (TVRI); (b)
Majalah X (SCTV); (c) Life and Love (Metro TV); dan (d) Musik-
musik dengan penyanyi-penyanyi latar yang menampilkan gerakan /
tarian erotik dan membuka aurot. Secara khusus MUI menyayangkan
penghentian Siaran Adzan Maghrib di TVRI, karenanya meminta
pimpinan  TVRI untuk menyiarkan kembali.

2. Mendesak kepada seluruh pemilik / pimpinan / personil yang
bertanggung jawab atas penanyangan / pemuatan pornografi di
media massa untuk menghentikan  penayangan / pemuatan

pornografi tersebut demi pembentukan ahlak bangsa.



3. Meminta perhatian pemerintah untuk secara bersungguh-sungguh
melarang, menghentikan atau menertibkan penayangan / pemuatan
pornografi dan kekerasan di media massa.

4. Menyerukan kepada masyarakat luas khususnya ummat Islam, untuk
meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT,
membentengi diri dan keluarga dari bentuk kemungkaran /
kemaksiatan melalui peningkatan kualitas pendidikan keluarga.

5. Menyerukan kepada masyarakat untuk mengambil langkah-langkah
nyata, baik secara pribadi, keluarga maupun kolektif, agar berbagai
bentuk kemungkaran tidak semakin menyebar di lingkungan masing-
masing.

Demikianlah semoga Allah SWT melimpahkan kekuatan lahir dan batin atas
kita bangsa Indonesia.”

Selain pembentukan KIP3 dan mengeluarkan taushiyah tersebut diatas, MUI
juga mengeluarkan fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi.
Fatwa MUI tersebut berisi tentang pertimbangan-pertimbangan, dasar-dasar
penetapan fatwa, dan putusan fatwa yang berisikan tentang hukum dan anjuran serta
anjuran-anjuran bagi semua warga negara Indonesia, khsusunya umat Islam dalam
menyikapi pornografi dan pornoaksi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut
dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana fatwa MUI no.287 tahun 2001 berperan
menyikapi adanya pornografi dan pornoaksi di Indonesia untuk meminimalisir
dampak-dampak negatif yang ada. Penulis merasa tertarik untuk membahas fatwa

MUI tersebut karena selama ini masih belum banyak buku-buku yang membahas



tentang pornografi dan pornoaksi, terutama dari sudut pandang hukum Islam. Selain
itu pornografi dan pornoaksi saat ini merupakan fenomena social yang cukup
mengemuka di seluruh lapisan masyarakat yang banyak menimbulkan pro kontra, tak
terkecuali dalam kalangan umat Islam sendiri. Disamping itu masih banyak umat
Islam yang belum mengetahui fatwa MUI tersebut baik dari segi isi fatwa maupun
dari metodologi perumusannya, sehingga masih banyak perbedaan pendapat dalam
memahami pornografi dan pornoaksi.

Adapun judul skripsinya adalah “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 287 TAHUN 2001 TENTANG

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI” .

B. PERMASALAHAN

Untuk mempermudah dan membatasi ruang lingkup permasalahan yang ada
seputar pornografi dan pornoaksi, maka perlu penulis kemukakan permasalahan-
permasalahan yang menjadi fokus pembahasan utama dalam penulisan skripsi ini,
yaitu :

1. Bagaimana fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan
pornoaksi kaitannya dengan kemaslahatan ?

2. Bagaimanakah fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi
dan pornoaksi itu dirumuskan secara metodologis dalam analisa

kaidah ushul figh kebahasaan (lughowiyah)?

C. TUJUAN PENELITIAN



1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan fatwa MUI no. 287 tahun
2001 tentang pornografi dan pornoaksi dengan maslahat.

2. Untuk lebih mengetahui tentang bagaimana fatwa MUI no. 287
tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi itu dirumuskan sedara
metodologis dalam analisa kaidah ushul figh kebahasaan

(lughowiyah).

D. TELAAH PUSTAKA

Kajian-kajian dan penelitian terhadap fatwa MUI telah dilakukan oleh
sejumlah cendekiawan muslim di Indonesia. Diantaranya adalah penelitian yang
dilakukan oleh M. Atho’ Mudzhar.

Hasil lengkap dari penelitian yang dilakukan oleh Atho’ Mudzhar tersebut
ada dalam disertasinya yang berjudul “Fatwas of The Council of Indonesian Ulama,
A Study of Islamic Legal Thougt in Indonesia 1975-7988” (University of California
Los Angles-UCLA, 1990), yang ditulis dalam Bahasa Inggris dan kemudian
diterbitkan kedalam edisi Bahasa Indonesia (Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia )
oleh Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS-Jakarta, 1993)
serta edisi Bahasa Arabnya diterbitkan oleh Center for the Study of Islam and Society
(Jakarta, 1966).

Studi Atho’ Mudzhar terhadap fatwa MUI ini bertujuan untuk mengetahui
lebih dalam sifat-sifat fatwa Majelis Ulama Indonesia dari dua wilayah analisis;
perumusan fatwa secara metodologis, dan lingkungan sosio-politik dan kebudayaan
yang mengitarinya. Ruang lingkup analisa yang pertama adalah dalam kajian ushul

figh, sedangkan aspek analisa yang kedua adalah wilayah kajian sosiologis, dimana



penelitian yang dilakukan oleh Atho’ Mudzhar ini terfokuskan pada fatwa MUI dalam
kurun waktu antara tahun 1975 — 1989%"

Dari sekian banyak fatwa yang dikeluarkan MUI dalam rentang waktu
tersebut, hanya beberapa fatwa yang menjadi sasaran pengujian fatwa oleh Atho’
Mudzhar, yaitu; fatwa-fatwa tentang Ibadah, fatwa tentang Pernikahan dan Keluarga,
fatwa tentang Kebudayaan, fatwa tentang Makanan, fatwa tentang Kehadiran Orang
Islam Pada Perayaan Natal, fatwa tentang Masalah Kedokteran, fatwa tentang
Keluarga Berencana, fatwa tentang Golongan Kecil Islam.

Buku “Himpunan Fatwa Majelis ulama Indonesia” yang diterbitkan oleh
Departemen Agama berisikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan MUI dan
fatwa-fatwa MUI, mulai dari pedoman penetapan fatwa, Dasar-Dasar Penetapan
fatwa, Prosedur penetapan fatwa, kewenangan dan hirarki dari MUI juga segala
sesuatu yang berkaitan dengan MUI dan juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI
tersebut.

Sedangkan buku-buku yang membahas tentang pornografi dan pornoaksi
adalah buku “Pornografi dan Pornoaksi; Ditinjau Dari Hukum Islam” yang ditulis
oleh Neng Djubaedah. Dalam buku tersebut Neng Djubaedah mengemukakan bahwa
masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi
dan merusak ahlak bangsa secara keseluruhan. Namun penyelesaian terhadap masalah
pornografi belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi
tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini antara lain disebabkan oleh adanya

pengertian dan penafsiran yang berbeda (multi tafsir) terhadap pasal-pasal dalam

1" Dalam kurun waktu 1975-1989, MUI telah mengeluarkan lebih kurang 39 fatwa, sebagian besar
fatwa itu terkumpul dalam Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tetapi ada beberapa yang masih
berserakan dalam dokumen-dokumen yang terlepas, terutama fatwa-fatwa yang dikeluarkan setelah
tahun 1984. Lihat Atho’ Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesian Ulama; A Study of Islamic
Legal Thougtin Indonesia 1975-1988, Jakarta: INIS, 1993, him. 73



KUHP yang mengatur masalah pornografi dan pornoaksi. Selain itu pada saat awal-
awal pornografi dan pornoaksi mulai merambah masyarakat Indonesia, respon
masyarakat Indonesia relatif lemah dalam mengambil tindakan preventif untuk
menyikapi pornografi dan pornoaksi.

Dalam buku ini dibahas hubungan antara tindak pidana pornografi dan
pornoaksi dengan aturan-aturan hukum yang sudah ada, diantaranya adalah kaitan
tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan tujuan hukum Islam, dan hubungan
antara hukum tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan Teori Resepsidan Teori
Receptio a Contrario®®.

Abu Abdurrahman Nusantari dalam bukunya “Menepis Godaan
Pornografi” mengatakan bahwa pornografi dan pornoaksi bukanlah sekedar
dinamika social biasa, karena pornografi dan pornoaksi terkait dengan moral dan
mental masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam penentuan nasib bangsa.
Dalam buku ini penyajian materi-materi yang ada dibuat sangat sederhana dengan
semengalir mungkin agar bisa menuntaskan keinginan pembaca dalam memahami
buku ini dalam waktu yang singkat.

Buku ini berisikan tentang testimony (penggambaran) dari bentuk-bentuk
tindak pornografi dan pornoaksi itu sendiri dan juga akibat-akibat yang bisa timbul
dari pornografi dan pornoaksi berdasarkan data-data yang diperoleh mengenai

pornografi dan pornoaksi baik berasal dari pengalaman pribadi atau orang lain, dan

18 Menurut Hazairin, Teori Resepsi adalah Teori Iblis, karena mengajak orang-orang yang
beragama Islam untuk tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya telah yang tertuang dalam Al-
Qur’an dan Hadist. Karena meskipun pada awalnya Hurgronje merumuskan teori resepsi hanya
dengan menyandarkan hukum adat, namun essensi dari teori resepsi ini adalah berupaya untuk tidak
memberlakukan hukum Islam di Indonesia, khsusunya dalam KUHP. Sedangkan Sajuti Thalib
menyebut teori yang dikemukakan oleh Hazairin dengan istilah Teori Receptio a Contrario, yaitu
hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lihat. Neng Djubaedah,
Op. Cit, him. 75



juga dari sumber-sumber informasi yang lain. Disamping menguraikan tentang
bahaya adan akibat-akibat dari pornografi dan pornoaksi, buku ini juga mencoba
memberikan alternatif / kiat-kiat bagi pembaca untuk menghindari bahaya pornografi
dan pornoaksi®®.

Tjipta Lesmana dalam bukunya “Pornografi Dalam Media Massa”
mengatakan bahwa Pornografi merupakan fenomena social yang mau tidak mau akan
muncul pada setiap masyarakat/bangsa yang membangun dirinya dengan menerapkan
sikap ekonomi pasar. Tjipta mendeskripsikan porno sebagai segala karya manusia
baik itu berupa cerita maupun gambar / film, tarian maupun lagu yang diciptakan
dengan maksud sengaja untuk membakar / memancing nafsu birahi orang lain,
sehingga bisa merangsang syahwat seseorang, serta menimbulkan nafsu / pikiran-
pikiran jorok dibenaknya.

Buku ini juga menggambarkan beberapa kasus pornografi dan pornoaksi
yang pernah terjadi dalam media massa, beberapa diantaranya adalah kasus Majalah
Viva (1969), Varia baru (1970), Mayapada (1971), Sport Fashion (1971), Senyum
(1972), Jakarta-Jakarta, (1985), dan Popular (1988). Sementara kasus-kasus yang lain
seperti, kasus poster film (1976), kasus kaset video porno (1970), dan kasus kalender
porno (1984)2°. Dampak-dampak negatif yang muncul akibat dari pornografi dan
pornoaksi juga diuraikan dalam buku ini.

Berdasarkan previous finding diatas, penulis melihat bahwa kajian terhadap
fatwa MUI no.287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi adalah satu

permasalahan yang belum dipernah dikaji oleh seseorang dan layak untuk diadakan

19 Abu Abdurrahman Nusantari, Op. Cit, hIm. 105
20 Tjipta Lesmana, Pornografi Dalam Dunia Massa, Jakarta: Puspa Swara, 1995, him. 23-62



penelitian. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian / analisa terhadap fatwa

MUI tersebut dalam skripsi ini.

E. METODE PENULISAN SKRIPSI

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan kajian (unit of analysis)
tentang fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Adapun
metode yang penulis gunakan adalah :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Penrelitian ini termasuk jenis penelitian dokumen. Oleh karenanya,
metode observasi data®! yang digunakan adalah dokumentasi. Proses
pencarian data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah
buku serta tulisan lain yang relevan dengan pokok pembahasan. Di
samping itu, penulis juga melakukan wawancara dengan kalangan
akademisi, agamawan, budayawan dll, sebagai upaya pengkayaan
wacana (enriching vocabulary) dan juga untuk memperjelas beberapa
hal yang tidak disebut dalam tulisan. Wawancara ini juga digunakan
sebagai media cross check penulis dalam menginterpretasi tulisan yang
kurang dapat ditangkap maksudnya, serta sebagaimana yang telah
ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 : 266), untuk memperluas
informasi yang telah diperoleh dari orang lain.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara

21 Sebagaimana yang dimaksud oleh Kerlinger (1978), bahwa mengobservasi adalah suatu istilah
umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam
kejadian dan mencatatnya. Metode observasi adalah suatu usahasadar untuk mengumpulkan data yang
dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur
Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek),Jakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998, hlm. 225



122, yaitu wawancara yang diajukan pada latar

pembicaraan informa
alamiah, hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai dalam
suasana biasa dan wajar. Sedangkan pertanyaan yang diajukan sangat
bergantung pada pewawancara itu sendiri, dan proses tanya jawab
berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari
b. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan
sekunder. Data primer berupa data yang berkaitan dengan fatwa MUI
No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, serta variabel
variabel yang melatarbelakangi fatwa MUI tersebut. Sedangkan sumber
sekunder diperoleh dari artikel, buku, serta data-data lain yang
memiliki relevansi dengan penelitian ini.
2. Metode Analisis Data
Untuk keperluan analisis data?®, penulisan skripsi ini menggunakan
metode content analysis of written materials >, yaitu penulis akan
melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang isi suatu
pesan komunikasi®®. Oleh karena itu, metode penelitian yang dipergunakan
adalah meneliti buku-buku, tulisan ataupun bentuk media komunikasi lain

yang berkaitan dengan topik pembahasan pornografi dan pornoaksi.

Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan

22 exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 2004, cet XVIII,
him. 135

23 Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola,
kategori, dan suatu uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti
yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan proses uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-
dimensi uraian. Atau analisis data adalah proses pentederhanaan data kedalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan diinterpretasikan, fungsinya agar data yang luas bisa menjadi informasi yang lebih
sederhana dan mudah dipahami. Lihat. Soffian Efendi & Chris Manning, Prinsip-Prinsip Analisa Data,
Jakarta: LP3ES, 1989 hlm. 56

24 |da Bagus Mantra, Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pe lajar,
2004, him. 89

25 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasir, edisi Ill, 1996, him. 49



menggunakan kerangka berpikir metode induktif 2°

, yaitu mengambil teori
/ kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus, terutama mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi. Sedangkan
dalam menganalisis kesimpulan tersebut penulis menggunakan metode
deduktif, berangkat dari pengetahuan yang sifathya umum dan bertitik
tolak pada pengetahuan umum tersebut untuk menilai sesuatu yang
khsusus®’.

Dalam penyajian materi dari skripsi ini, penulis akan menggunakan
metode deskriptif-analitik  (analytical descriptive method) vaitu
pembahasan dengan menjelaskan / memaparkan data-data yang diperoleh
tentang pornografi dan pornoaksi, yang kemudian akan dianalisis dengan
menggunakan metode analisis deskriptif. Pada bagian awal, penulisan ini
mendeskripsikan tentang segala hal yang terkait dengan pembahasan di
atas (pornografi dan poroaksi). Penulisan skripsi ini tidak hanya berhenti
pada wilayah deskripsi, yang hanya menjabarkan tentang pokok-pokok
pikiran dan hal-hal atau data-data yang terkait dengan pornografi dan
pornoaksi saja, karena pada bagian berikutnya penulis juga memberikan

telaah kritik ternadap data-data yang ada.

26 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi
Universitas Gajah Mada, cet. X, 1980, him. 42

27 Ibid



F. SISTEMATIKAPENULISAN SKRIPSI

Untuk lebih dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan memudahkan
pembaca dalam memahami dan menelaah gambaran-gambaran tersebut secara
menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar
tentang bagaimana sistematika penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan dalam
skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB | : Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Permasalahan,
Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika
Penulisan

BAB Il : Metodologi Istinbath Hukum dalam ushul figh yang meliputi ;
kaidah-kaidah lughowiyah (kaidah yang dipetik dari bahasa), serta
tujuan serta hikmah dalam perundang-undangan, diantaranya Syad-
adzari’ah dan Maqgoshidussyari’ah.

BAB Il : Fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi,
Pedoman Penetapan Fatwa yang meliputi ; Dasar-dasar, Prosedur,
Mekanisme penetapan fatwa, Format fatwa, Kewenangan, dan Wilayah
Fatwa. Serta testimony dan akibat-akibat yang timbul dari pornografi
dan pornoaksi.

BAB IV : Analisa terhadap fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi
dan pornoaksi kaitannya dengan teori kemaslahatan dan metodologi
perumusan fatwa dalam kaidah-kaidah lughowiyah (kaidah ushul figh
kebahasaan

BAB V : Penutup, meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.



BAB Il

METODE ISTINBATH HUKUM (TELAAH METODE BAYANI)

A. Istinbath Hukum

Nash-nash yang menjadi dalil dalam hukum Islam baik itu yang berasal
dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama, maupun nash yang berasal
dari Sunnah Nabi Muhammad saw sebagai sumber hukum yang kedua dibawah Al-
Qur'an, keduanya adalah berbaahasa Arab. Oleh karena itu bagi seseorang yang ingin
memahaminya dengan baik dan benar dibutuhkan kemampuan dan keahlian untuk
menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab tersebut
dengan baik dan benar pula.

Bagi seseorang yang ingin mengambil hukum dari kedua sumber hukum
Islam tersebut harus betul-betul menguasai dan mengetahui bahasa Arab dan gaidah-
gaidahnya. Dia harus mempunyai kemampuan untuk menggali hukum dari sebuah
nash, termasuk diantaranya harus mengetahui asbaabunnuzul/asbaabul wurud,
mujmal mubayyan, muhkam mutasayabih, dan lain sebagainya *® . Dia harus
mengetahui betul bagaimana nash-nash itu seharusnya diartikan. Karena hal tersebut
akan sangat berpengaruh terhadap hukum yang akan diambil dari nash tersebut.
Pemahaman yang salah terhadap nash dan maksudnya, akan mengakibatkan kesalahan
yang fatal pula dalam mengambil hukum.

Berangkat dari hal tersebut, para ulama ushul figh menciptakan beberapa
gaidah yang digunakan untuk memahami nash agar hukum-hukum yang diambil dari

nash tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terkandung dalam nash.

28 Muhyiddin Abudusshomad, Figh Tradisionalis, Malang: Pustaka Bayan, 2005, him. 35



Istinbath sendiri menurut bahasa berarti mngeluarkan, sedangkan menurut
istilah istinbath berarti mengeluarkan ~ makna-makna dari nash-nash (yang
terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.

Nash-nash yang ada dalam ushul figh itu terbagi menjadi dua macam,
yaitu yang berbentuk bahasa (lafdhiyyah) yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan
yang bukan berbentuk bahasa (ma’nawiyah) seperti istihsan, sadd adzari’ah, dan
sebagainya. Mengenai hal tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan®® :

1. Apakah lafaz-lafaz itu telah jelas makna dan dalalahnya ?

2. Apakah susunan bahasanya cukup jelas untuk suatu pengertian,
ataukah dengan isyarat. Apakah pengertian yang terkandung
didalamnya tersurat atau tersirat ?

3. Apakah lafaz itu umum atau khusus, mutlag atau mugayyad ?

4. Bagaimana bentuk lafaz yang menimbulkan hukum taklifi itu, apakah

lafaz itu berupa perintah (Amr) atau berupa larangan (nahy) ?

B. Qaidah-Qaidah Lughowiyah (Kaedah yang dipetik dari bahasa)
Qaidah-gaidah lughowiyah adalah kaedah-kaedah yang dipetik dari
bahasa. Dalam ushul figh dikenal dengan metode bayani, yaitu metode istinbath
hukum dengan merumuskan makna nash. Metode ini digunakan dalam upaya
menemukan kejelasan hukum syara’ dari nash-nash yang ditetapkan oleh syara’*.

Metode ini digunakan untuk menafsirkan kata yang digunakan dalam nash atau

susunan kalimatnya.

29 Mu’in Umar et al.,, Ushul Figh jilid Il, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, him. 2
%0 Muhyiddin, Fatwa MajelisUlama Indonesia 1999/2003 (Telaah Metode Istinbath Hukum;
Bayani, Ta lili, Istislahy), Semarang: PPs IAIN Walisongo, 2006, tesis,t.d, him. 43



1. Pembahasan lafaz dari segicakupan artinya
a. Khash

Lafaz dari segi cakupan artinya dapat dikelompokkan menjadi khash,
‘amm, dan musytarak. Sedangkan yang disebut dengan khash adalah lafaz yang
menunjuk kepada suatu atau sebuah satuan yang tertentu, apakah seorang tertentu atau
suatu macam, dan atau bilangan tertentu. Adakalanya lafaz khash ini diperuntukkan
bagi benda nyata dan adakalanya untuk benda abstrak®!.

Lafaz khash ini dalam nash syara’ dimaksudkan untuk menunjuk kepada
dalalah qath’iyah kepada makna yang khusus yang dimaksud. Hukum yang
ditunjukkan oleh lafaz ini adalah gath’i, selama tidak ada dalil-dalil lain (garinah)
yang memalingkannya kepada makna yang lain.

Pembahasan mengenai lafaz khash ini lebih lanjut dikelompokkan menjadi
empat bagian yaitu; Mutlaq ketika lafaz tersebut tidak diikuti oleh suatu syarat
apapun, atau dengan kata lain tidak dibatasi dengan lafaz lain. Mugayyad, adalah
kebalikan dari mutlag, yaitu jika lafaz khas tersebut dibatasi dengan adanya suatu
syarat. Amr yaitu perintah atau tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan Nahi,
yaitu larangan untuk mengerjakan sesuatu.

1) Mutlag dan Mugayyad
Lafaz khash yang mutlaq adalah lafaz khash yang tidak diberi pembatasan

berupa lafaz lain yang dapat mempersempit artinya. Misalnya firman Allah SWT

“w_T

dalam surat Al-Mujadalah : 3 : (3}..... 1OE o J& Bl }J-Uiﬁ ........

..... Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak, sebelum kedua

isteri itu bercampur-....., (A-Mujadalah : 3)

31 Kamal Muchtar.et al.,, Ushul Figh jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, him. 6



Dalam ayat tersebut, kata ragabatin (budak) tidak diberi batasan (gayyid)
dengan sifat tertentu, maka lafaz tersebut adalah lafaz khash yang mutlag. Sehingga
yang dimaksudkan dengan budak dalam ayat ini adalah meliputi keseluruhan budak,
baik budak yang muslim maupun yang kafir®?.

Sedangkan mugayyad adalah lafaz khash yang diberi batasan berupa lafaz
lain yang dapat mempersempit keluasan artinya. Atau lafaz mutlag yang keumuman
pada jenisnya telah dihilangkan, baik secara keseluruhan atau sebagian®:. Misalnya

firman Allah :

(92} .4l ) Aalid By dha3d A, Dy A5 Ul Tiala U8 (a5 .

. Dan barang siapa membunuh seorang mu’min karena salah,
hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar
diyat yang diserahkan kepada keluarganya.... (An-Nisa’ : 92)

Lafaz ragabatin (hamba sahaya) ini digayyidkan dengan lafaz mu 'minah
(yang beriman), oleh karena itu dalam ayat ini tidaklah dikatakan cukup bila hanya
memerdekakan hamba sahaya yang bukan beriman.
2) Amr
Amr adalah lafaz yang berisi tuntutan atau perintah yang diberikan dari
yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukan / derajatnya untuk melakukan
suatu pekerjaan.
Berangkat dari beberapa pertimbangan, diantaranya adalah para ahli bahasa

Arab, sebelum datang Islam, mereka menetapkan bahwa perintah itu wajib untuk

32 Nazar Bakry, Figh dan Ushul Figh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, him. 210

%3 Atha bin Khalil, Ushul Figh, Kajian Ushul Figh Mudah dan Praktis, Bogor: Pustaka Thariqul
Izzah, 2003, him. 338

%% Berbeda dengan doa (permohonan), yaitu permintaan dari orang yang lebih rendah
derajat/tingkatannya kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Sedangkan iltimas (ajakan) adalah
pemintaan diantara kedua orang yang kedudukan / tingkatannya sejajar atau hampir sejajar. Lihat
Ahmad bin Muhammad Dimyati, Waraqat, Semarang: ThohaPutra, him. 9



dikerjakan. Mereka mencela seorang hamba sahaya yang tidak mau menuruti perintah

tuannya dan men-judge-nya sebagai orang yang berbuat maksiat kepada tuannya. Atas

dasar itulah jumhur Ulama’ menetapkan gaidah “—’P)“)“w-ﬁ JaV) (menurut

aslinya Amr itu adalah untuk mewajibkan) dan jumhur berpendapat bahwa lafaz Amr
itu diciptakan untuk memberi makna atau pengertian wajib, selama lafaz tersebut
tetap dalam kemutlagannya, atau jika tidak ada indikasi (garinah) yang
memalingkannya kepada arti lain seperti nadb, irsyad, ibahah, ta’jiz, tahdiid, dan lain
sebagainya®.

3) Nahi

Nahi adalah suatu lafaz (ucapan) yang dipergunakan oleh orang yang lebih
tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah untuk tidak mengerjakan suatu
pekerjaan’®.

Jumhur ulama berpendapat bahwa bentuk nahi dalam nash syara’ adalah
untuk menyatakan keharaman (perbuatan yang dilarang), kecuali ada garinah yang
mengalihkannya kepada arti yang lain, seperti makruh, irsyad, doa, iltimas, dan lain
sebagainya. Karena larangan juga sama halnya seperti perintah, yaitu membawa
variasi makna®’. Segi-segi yang lain dari larangan itu adalah bahwa secara tidak
mutlak larangan itu harus ditinggalkan dan tidak boleh dikerjakan selama-selamanya
karena dalam setiap larangan itu pasti mengandung suatu mafsadat. Sedangkan untuk

menghilangkan mafsadat itu harus dengan tidak mengerjakannya dan

%5 Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islami,cet.4, Bandung: Al-Ma’arif, 1997
him. 196

%6 Abdul Hamid Hakim, Al-Bayaan,Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1983, hlm. 30

3" Muhammad Hasim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukumlslam (terjemahan), Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996, him. 185



meninggalkannya untuk selama-lamanya seperti larangan zina®®. Akan tetapi apabila

larangan itu dikaitkan dengan sesuatu yang lain, maka tidaklah demikian, seperti

larangan bersholat bagi orang beriman dalam keadaan mabuk sehingga dia sadar apa

yang diucapkannya (Al-Nisa’ : 43).

Sedangkan larangan itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian;

1) Larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu sendiri;

(@)

(b)

©)

(d)

Adakalanya syari’at Islam melarang suatu perbuatan karena
memang perbuatan itu sendiri buruk, seperti zina.

Adakalanya larangan itu diperuntukkan bukan pada perbuatannya
secara langsung, melainkan ditujukan kepada sifat dari perbuatan
itu yang tidak baik. Misalnya berpuasa pada hari raya.
Kadang-kadang larangan juga ditujukan kepada perbuatan yang
sebenarnya masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi keduanya
saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya
bepergian jauh (musafir) untuk merampok.

Terkadang larangan itu juga ditujukan kepada sebagian
perbuatan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam

kandungan (belum diketahui bentuk dan sifatnya)

2) Larangan itu ditujukan kepada lafaz atau agad yang masih menjadi

sebab adanya hukum. Seperti aqad jual beli waktu adzan jum’at®®.

b. ‘Amm

%8 Nahi terkadang memberikan pengertian pelarangan yang tetap / selamanya, kadang-kadang
hanya untuk sementara. Murtadha Muthahhari, M. Baqir, Pengantar Ushul Figh dan Ushul Figh
Perbandingan, Pustaka Hidayah, 2000, him. 158

%9 Kamal Muchtar, et. al., op.cit., hIm. 53



‘Amm adalah lafaz yang menurut penetapannya secara kebahasaan
menunjukkan terhadap keumumanya dan penghabisannya terhadap seluruh satuan-
satuannya, yang maknanya mengenainya, tanpa pembatasan pada jumlah tertentu
daripada satuan tertentu, atau ‘amm ialah lafaz yang memang diucapkan untuk
mengucapkan semua yang dapat dimasukkan kedalam konotasi itu dengan jumlah tak
terbatas*’.

Keumuman lafaz ‘amm itu diperoleh dari sifat lafaz itu sendiri. Suatu lafaz
apabila menunjuk kepada arti satuan yang tunggal, atau menunjukkan kuantitas satuan
yang terbatas seperti seratus dan sekelompok, maka bukan termasuk lafaz ‘amm, akan
tetapi lafaz khash mutlaq. Perbedaan yang dapat ditarik dari lafaz ‘amm dan lafaz
khash mutlag adalah Lafaz ‘amm itu menunjuk kepada seluruh satuan dari satuan-
satuan yang ada, sedangkan lafaz khash mutlag hanya menunjukkan kepada satu
satuan yang tergolong dalam satuan itu saja, tidak keseluruhan satuan.

Selain itu lafaz ‘amm bisa mencakup sekaligus keseluruhan satuan-satuan
yang dimasukkan kedalamnya. Sedangkan lafaz khash mutlaq tidak dapat mencakup

keseluruhan satuan, selain hanya satuan yang dapat masuk kedalamnya. Atas dasar
itulah ulama ushul figh membuat ketentuan LJJ-* Sl pIac 5 ‘_J)M eu‘ psac

(keumuman lafaz ‘amm itu adalah meratai seluruh satuannya, sedangkan keumuman

lafaz khash mutlaq itu adalah terbatas pada sebagian satuannya)**

c. Musytarak

40 Syafi’i Karim, Figh Ushul Figh, Bandung: Pustaka Setia, 1997, him. 147
*1 Mukhtar Yahya, op.cit., hIm. 219



Lafaz musytarak adalah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang
berbeda-beda. Seperti lafaz Quru’ yang mempunyai arti suci dan haid. Sebab-sebab
yang menyebabkan suatu lafaz menjadi musytarak antara lain*?:

1) Adalah lafaz itu dipergunakan oleh suatu suku bangsa untuk makna
tertentu, sedangkan lafaz itu digunakan oleh suku bangsa yang lain
untuk makna yang lain pula, kemudian perbedaan makna itu sampai
kepada kita tanpa ada keterangan dari perbedaan yang dimaksud
tersebut oleh pencipta teks. Misalnya lafaz yad (tangan,
pangkat/kekuasaan, kekuatan*®).

2) Lafaz itudiciptakan menurut hakikatnya untuk satu makna, akan tetapi
kemudian dipakai untuk makna lain lagi tetapi secara majazi.
Pemakaian majazi ini dianggap oleh sebagian orang bersifat hakiki,
sehingga ahli bahasa memasukkannya menjadi lafaz musytarak.
Misalnya lafaz sayyarah (kafilah, bintang-bintang, dan akhirnya
populer mobil).

3) Lafaz itu pada awalnya diciptakan untuk satu makna, akan tetapi
kemudian dipindahkan kepada istilah syar’i untuk arti yang lain.
Misalnya lafaz shalat, menurut bahasa artinya doa, kemudian
menurut arti istilah syar’i adalah rangkaian perbuatan dan perkataan

yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam dengan syarat-

syarat tertentu**.

“2 |bid., him. 255

3 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka
Progressif, 2002, Cet. Ke-25, him. 1588

* Muhammad Syarbini Khotib, Al-Igna’, Beirut: Dar al fikr, 1995, him. 106



Menurut ulama Syafi’iyah lafaz musytarak itu boleh digunakan untuk
semua artinya secara bersamaan kalau ada garinah yang mendukungnya. Akan tetapi
ulama Hanafiyah mempunyai pendapat bahwa lafaz musytarak itu hanya berlaku
untuk salah satu artinya saja.

Perbedaan dalam memilih arti dari lafaz musytarak inilah yang merupakan
salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam berijtihad*®.

2. Pembahasan lafaz dari segiartinya dalam pemakaian
a. Hagigat dan Majaz

Haqgigat adalah suatu lafaz yang sengaja diciptakan untuk memberi suatu
arti yang sesuai dengan peristilahan dalam bidang ilmu. Atau lafaz yang digunakan
menurut arti hakiki yang dikandungnya, baik secara bahasa (hagigat lughowiyah)
ataupun secara syar’i (hagiqat syar’iyah,).

Sedangkan majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna
asalnya, karena adanya garinah yang mencegah penggunaan makna asal, disertai

I*6. Diantara

adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asa
contoh lafaz majaz dalam Al-Qur’an adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah
ayat 6 : h—'w‘ Cra as-'-‘ s sla J‘ Makna majazi dari contoh diatas adalah
apabila seseorang berhadats kecil, bukan makna yang sebenarnya, yaitu kembali dari
tempat buang air®’.

b. Sharih dan Kinayah

Lafaz sharih adalah lafaz yang sudah jelas dan terang maksudnya karena

sudah masyhur dalam pemakaiannya, baik secara hakiki ataupun majazi. Sedangkan

5 Al Yasa Abubakar, Metode Istinbath Figh di Indonesia, Kasus-Kasus Majelis Muzakarah Al-
Azhar, Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1987, tesis,t.d., him. 26

“6 Atha bin Khalil, op.cit., him. 166

47 Abdul Hamid, Latha iful Isyaraat, Indonesia: Dar Thya’ul Kutubul ‘Arabiyah, hlm. 21



yang dimaksud dengan lafaz kinayah adalah, lafaz yang masih tersembunyi
maknanya, sehingga arti dan maksud dari lafaz ini yang sebenarnya sangat bergantung
kepada niat dan penjelasan lebih lanjut dari pembicara.

Mengenai hukum dari lafaz sharih yaitu wajib untuk diamalkan, sedangkan
lafaz kinayah tidak wajib untuk diamalkan, kecuali ada garinah yang mengharuskan
untuk diamalkannya. Sedangkan dalam praktek, pengkategorian sharih dan kinayah
ini tidak berpengaruh banyak kepada penggunaan metode bayani, sebab jarang sekali
buku ushul figh yang mengambil ayat Al-Qur'an sebagai contoh ketika menjelaskan
lafaz kinayah tersebut*®.

3. Pembagian lafaz dari segi kemudahan dan kesulitan memahaminya

Ditinjau dari segi kemudahan dan kesulitasn dalam memahami suatu lafaz,
ulama ushul membagi lafaz menjadi dua bagian, yaitu lafaz yang mudah dipahami
(waadhihuddalalah / Zhahiruddalalah) dan lafaz yang sukar dipahami
(khafiyuddalalah).

a. Wadhiih al dalalah

Yang dimaksud dengan waadhiih al-dalalah  adalah lafaz yang
menunjukkan kepada ketegasan arti yang dimaksudkan secara jelas dalam lafaz
tersebut, tidak tergantung kepada sesuatu hal diluar lafaz tersebut. Atau dengan kata
lain, waadhiih al-dalalah adalah lafaz yang jelas arti yang ditunjuki, sehingga untuk
sampai kepada arti dari lafaz tersebut tidak perlu suatu bantuan diluar lafaz tersebut*®.

Sedangkan dilihat dari tingkat terangnya lafaz itu dalam penunjukkan arti

yang dimaksud, maka waadhiih al-dalalah dibagi menjadi empat macam, yang

“8 Al Yasa Abubakar, op.cit., him. 29
49 Kamal Muchtar,et al.,, op.cit., him. 63



tingkatannya mulai dari yang terang, lebih terang, kemudian lebih terang lagi, smpai
yang paling terang. Tingkatannya adalah :
1) Zhahir
Yaitu lafaz yang sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah
didengar tanpa perlu adanya bantuan dari luar, akan tetapi bukan itu maksud yang
dikehendaki sebenarnya dari susunan kalimatnya, dan lafaz ini mengandung

kemungkinan ta’wi®. Misalnya adalah firman Allah dalam surat Al-Bagarah : 275,
‘.Zf)l\ ej)Aj c‘-‘“ 4 Jé‘j ( ... padahal Allah menghalalkan jual beli dan

mengharamkanriba....)

Firman Allah tersebut diatas adalah zhahir dalam menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba, sebagai wujud dari pemahaman lafaz ahalla wa harrama,
tanpa membutuhkan bantuan apapun. Namun pengertian diatas bukanlah pengertian
yang sebenarnya dimaksudkan oleh ayat, karena ayat tersebut berfungsi untuk

membedakan antara jual beli dan riba, sebagai jawaban dari orang-orang yang
mengatakan CJBS\ 33»0 Jc—‘-‘“ LA-’\ (sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba).

Lafaz zhahir ini wajib diamalkan menurut makna yang ditunjuki lafaz

tersebut, selama tidak ada dalil yang menafsirkan, menta’wilkan, atau menasakhnya®'.
2) Nash

Nash adalah lafaz yang jelas artinya dan langsung bias dipahami setelah

didengar dan memang arti itulah yang dimaksudkan dan ia mengandung kemungkinan

untuk dita’wilkan.

50 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figh (terjemahan), Semarang: Dina Utama, 1994, him. 244
*! Ibid., him. 246



(...Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat...).
Makna yang dikehendaki dari ayat tersebut diatas adalah pembatasan seorang laki-
laki dalam mengawini wanita hanya sampai empat orang saja.
Sama seperti zhahir, hukum lafaz nash ini wajib diamalkan selama tidak
ada dalil yang menafsirkan, menta’wilkan, atau menasakhnya®?.
3) Mufassar
Adalah suatu lafaz yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksud
lafaz itu, yang tidak dapat dita’wilkan selain oleh syar’i sendiri akan tetapi dapat

menerima nasakh pada zaman Rasulullah saw. Misalnya firman Allah dalam surat al-

Bagarah : 110 ; 3%all | s4815 (. Dan dirikanlah shalat ...). Perintah ini kemudian

dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam hadits : (slwal (o satl ) LS | sla | Dengan

adanya hadits Rasul ini maka pelaksanaan shalat tidak boleh berbeda dengan tuntunan
yang telah diberikan oleh Rasulullah saw.

Hukum dari lafaz mufassar ini wajib diamalkan sesuai dengan dalalah
yang ditunjuk oleh lafaz itu sendiri atau sesuai dengan penjelasan dari syar’i, kecuali
ada dalil sharih yang menasakhkannya. Maka dari itu hanya syar’i sendiri yang
berhak untuk menafsirkan lafaz mufassar, dan segala penafsiran para mujtahid
terhadap lafaz mufassar tidak dapat dipakai°®.

4) Muhkam
Adalah lafaz yang arti teksnya sesuai dengan konteksnya dengan diberi
penegasan bahwa isi teks (ketentuan) tersebut tidak akan berubah dan berlaku untuk

selamanya. Lafaz muhkam ini tidak mengandung kemungkinan untuk dita’wil dan

52 |bid., him. 248
53 Mukhtar Yahya, op.cit., him. 280



tidak menerima nasakh. Misalnya dalam surat an-Nur:4 ; héi 33\-@-54 ej@J | s’ Y

(...Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka selama-lamanya...).

Hukum dari lafaz muhkam ini wajib diamalkan secara pasti. Karena lafaz
ini tidak dapat dita’wilkan dan tidak dapat dinasakh baik pada zaman Rasulullah
karena lafaz itu sendiri yang menghalanginya atau sesudah zaman Rasulullah karena
sesudah zaman Rasulullah dan terputusnya wahyu dan penurunannya, maka hukum
syara’ yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah seluruhnya menjadi muhkam, tidak
dapat dinasakh dan dibatalkan, karena tidak ada seorangpun sesudah beliau yang
mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk merubah hukum.

b. Khafiy al dalalah

Yang dimaksud dengan khafiyu al dalalah adalah lafaz yang
penunjukannya kepada makna yang dikehendaki bukan oleh bentuk itu sendiri, akan
tetapi karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungan lafaz ini kepada
sesuatu dari luar dikarenakan adanya kekaburan pengertian pada lafaznya.

Para ulama ushul membagi tingkatan lafaz khafiyu al dalalah ini menjadi
empat tingkatan yang berbeda; lafaz yang dapat dihilangkan kekaburannya dengan
jalan ini disebut lafaz khafy dan musykil. Sedangkan lafaz yang tidak dapat
dihilangkan kekaburannya melainkan dengan jalan pencarian penafsirannya dari
syar’i sendiri disebut lafaz mujmal, dan apabila tidak ada jalan lain lagi untuk
menghilangkan kekaburannya, maka disebut mutasyabih®*.

1) Khafy
Adalah lafaz yang penunjukannya kepada maknanya jelas, akan tetapi

penerapan maknanya kepada sebagian satuannya terdapat kekaburan yang bukan

% Ibid., him. 285



disebabkan oleh lafaz itu sendiri, akan tetapi karena adanya ciri atau penamaan

Khusus yang lain.

Misalnya dalam surat al-Maidah;38: \51395‘3 3»39@\3 :5/)11»3\3
LJ“}eéééi(Pencuri lelaki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan-tangan

mereka...). Lafaz saariq menurut ayat tersebut diterapkan untuk orang yang
mengambil harta milik orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan harta
yang wajar. Penunjukan makna tersebut adalah jelas. Akan tetapi dalam penerapan
makna (pencuri) terhadap sebagian satuannya terdapat suatu kekaburan. Satu contoh
bagaimana dengan pencopet yang dengan keahlian tangan mengambil barang milik
orang lain memanfaatkan kelengahannya. Pencopet ini berbeda dengan pencuri karena
adanya unsur yang berlainan, yaitu kenekatan dan keahlian®®. Inilah yang kemudian
menyebabkan lafaz saariq diatas menjadi khafy.
2) Musykil

lalah lafaz yang tidak jelas maknanya karena lafaz itu sendiri, akan tetapi
masih mungkin bias diketahui arti yang sebenarnya melalui penelitian dan
kontemplasi (ta’‘ammul). Yang menjadi lafaz yang musykil ini biasanya adalah lafaz
musytarak. untuk menentukan arti yang tepat dari lafaz musykil ini sendiri harus
memperhatikan garinah-qarinah yang ada, gaidah umum dalam syari’at, dan bahkan
hikmah dari syari’at itu sendiri Misalnya lafaz quruu’ dalam Al-Quran yang
diartikan berbeda oleh para ulama antara masa haidh dan masa suci®®.

3) Mujmal

°5 Abdul Wahab Khallaf, op.cit., him. 260
56 Al Yasa Abubakar, op.cit., him. 34



Lafaz mujmal adalah lafaz yang tidak terang arti yang dimaksudkan, hal
itu dikarenakan oleh keadaan lafaz itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diketahui arti
yang dimaksudkan kecuali dengan adanya penjelasan-penjelasan dari syara’. Mujmal
ini dapat terjadi karena adanya lafaz-lafaz yang diambil oleh syara’ dari
pemakaiannya menurut bahasa kedalam arti menurut istilah syar’i

Misalnya lafaz sholat yang secara bahasa berarti doa. Apabila lafaz
mujmal ini mendapat penjelasan darisyara’ secara sempurna, maka lafaz mujmal ini
menjadi mufassar. Namun bila lafaz mujmal ini mendapat penjelasan dari syara’, akan
tetapi kurang sempurna dan pasti, yang masih diperlukan ijtihad untuk
mengetahuinya, maka lafaz mujmal ini berubah kedudukannya menjadi musykil.

4) Mutasyabih

Adalah lafaz yang tidak dapat diketahui maksud dan artinya yang tepat

dari lafaz itu sendiri dan tidak ada kemungkinan untuk mengetahuinya secara pasti,

karena tidak ada garinah yang dapat membantu menjelaskannya. Misalnya firman

Allah dalam Al-Qur'an surat al-Fath :10; ag—’ﬁa‘ é)ﬁ f‘m 3—’ (...Tangan Allah diatas

tangan mereka...).

Dalam menyikapi ayat mutasayabih seperti ini, ulama terbagi menjadi dua
golongan; (1) ulama salaf yang mengi’qtigadkan bahwa Tuhan adalah suci dari sifat-
sifat yang tidak patut bagi-Nya. Maka dari itu mereka menyerahkan sepenuhnya
pena’wilan ayat mutasyabih itu kepada Allah, dan (2) ulama kholaf yang mena’wilkan
ayat tersebut sesuai dengan pemakaian bahasa. Setiap lafaz yang mustahil dapat

dipergunakan untuk mensifati Tuhan harus dita’wilkan dan dipalingkan dari makna



lahirnya kepada makna yang lain, sekalipun dengan menggunakan makna majazi.
Maka dari itu kata yadun kemudian diartikan dengan kekuasaan (qudrah)®’.
4. Pembagian lafaz dari segi cara menemukan makna yang dimaksudkan
oleh teks
Dalam ilmu ushul figh ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang
ditunjuki oleh suvatu lafaz. Dalalah ini mempunyai beberapa macam, menurut ulama’
Hanafiyah dalalah dibagi menjadi empat macam®:
a. Pembagian Dalalah
1) Dalalah Ibarat
Adalah penunjukan lafaz kepada makna yang segera dapat dipahamkan
dan makna itulah yang dikehendaki oleh rangkaian pembicaraan (siyaqul kalam), atau
dengan kata lain dalalah ibarat adalah makna tersurat dari sebuah teks.
2) Dalalah Isyarat
Dalalah isyarat adalah penunjukan suatu lafaz kepada makna yang tidak
segera dapat dipahamkan, akan tetapi makna itu tidak dapat dipisahkan dari makna

yang dimaksud, atau dalalah isyarat adalah makna tersirat dari sebuah teks yang

diperoleh melalui perenungan, tetapi makna tersebut tidak boleh dipisahkan dari teks.

2

Misalnya “-*4-‘)9 Sel \}:4)9-’ j\ C}a il ?“-“ il ;ﬁﬁ}j" o) eé-‘h CL‘}A{EI

(Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu
sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan
maharnya... al-Bagarah:236)

Dalalah ibarat dari nash tersebut adalah “diperbolehkannya menjatuhkan

talak sebelum bercampur (dukhul) atau sebelum menentukan mahar”, sedangkan

makna yang diperoleh dari dalalah isyarat adalah “sah mengadakan akad nikah tanpa

" Abdul Wahab Khallaf, op.cit., him. 269
58 Kamal Muchtar.et al.,, op.cit., him. 85



menentukan maharnya terlebih dahulu”, karena talak itu tidak akan terjadi sebelum
adanya akad nikah yang sah®°.
3) Dalalatu al Dalalah
Adalah penunjukan suatu lafaz bahwa hukum yang diambil dari suatu nash
yang disebutkan juga berlaku untuk perbuatan yang tidak disebutkan didalam nash

tersebut karena adanya persamaan ‘illat diantara kedua perbuatan tersebut. ‘illat itulah

yang menjadikan sebab ditetapkannya hukum bagi perbuatan yang tidak disebutkan

dalam nash tersebut. Misalnya firman Allah : Cal gl Jai Sia

(...Maka Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya
perkataan “ah” ... ) (alisra’23)

Hukum yang dapat diambil dari ayat ini adalah larangan mengatakan uf
(ah) kepada kedua orang tua, karena semua sepakat bahwa ‘illat dari larangan tersebut
adalah perkataan uf menyakiti hati orang tua, oleh karena itu setiap perkataan yang
menyakiti hati orang tua hukumnya sama dengan perkataan uf karena adanya
kesamaan ‘illat.
4) Dalalatu al Igtidha
Adalah makna yang diperoleh dengan memberikan tambahan lafaz, karena

tanpa adanya tambahan lafaz maka makna yang ditimbulkan dari sebuah teks akan
terasa kurang tepat. Misalnya firman Allah @ 313 43l 2&e Eu2”A (Diharamkan

ataskamu bangkai dan darah ...al-Ma’idah:3). Keharaman ini baru akan terasa tepat

jika ditambahkan lagi lafaz yang menjelaskannya, seperti memakan, menjual,

59 Mukhtar Yahya, op.cit., him. 297



memanfaatkannya, dan lain-lain. Karena keharaman tanpa adanya hubungan dengan
tindakan manusia, maka hal itu tidak akan ada manfaatnya®’.

b. Mafhum Mukholafah

Mafhum mukholafah adalah penetapan lawan hukum yang dia peroleh dari
dalil yang disebutkan dalam nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash.
Atau dengan kata lain, mafhum mukholafah makna kebalikan dari makna tersurat.
Misalnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Bagarah ayat 187 :

DA Ga 2501 Tl e Gt TR A& 5 s 150005 1K

(...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang
hitam, yaitu fajar...). Maka mafhum mukholafahnya adalah keharaman makan dan
minum setelah terbentangnya fajar.

Empat macam dalalah yang telah disebutkan diatas dapat dijadikan hujjah
untuk menentukan arti nash dalam menetapkan suatu hukum. Hanya kekuatan
diantara empat macam dalalah itu berbeda-beda. Dari yang paling kuat, dalalah ibarat,
dalalah isyarat, dalalatuddalalah, dalalah iqtidla’. Dengan urutan ini, ketika terjadi
pertentangan arti antara dalalah satu dengan yang lain, maka yang dipakai adalah

pemahaman dari dalalah yang lebih kuat tingkatannya®?.

C. Tujuan Umum Penetapan Hukum Syara’ (Maqaashid al Syari’ah)
Suatu hukum diciptakan bukanlah hanya sekedar penciptan yang tidak
berguna dan tanpa tujuan, akan tetapi dalam Islam, hukum diciptakan mempunyai

tujuan untuk memberikan suatu manfaat bagi manusia itu sendiri dan menghindarkan

%0 Al Yasa Abubakar, op.cit., him. 38
61 Kamal Muchtaret al.,, op.cit., him. 93



manusia dari segala mafsadat, sehingga bisa tercipta kemaslahatan dan keadilan
diantara manusia.
1. Jenis-Jenis Maqaashid al Syari’ah
Ulama ushul Figh mengelompokkan jenis-jenis Magashidut-Tasyri’iyyah
menjadi tiga macam, hal-hal yang bersifat pokok (dharuri),pemenuhan kebutuhan
manusia (hajiyyat), kebaikan-kebaikan manusia (tahsiniyat).
a. Al-Umurudh-Dharuriyah
Adalah segala hal yang menjadi sesuatu yang paling penting dalam
kehidupan manusia. Hal-hal tersebut harus tetap eksis demi terciptanya
kemaslahatan dalam kehidupan manusia, karena bila hal-hal ini tidak maka akan
rusaklah sturuktur kehidupan manusia dan kemaslahatan tidak akan pernah
tercapai yang pada akhirnya kemafsadatanlah yang timbul. Al-umurudh-
dharuriyah ini dikelompokkan menjadi lima macam ; urusan agama, urusan
jiwa, urusan akal, urusan Kketurunan, dan urusan harta benda.
b. Al-Umurul-Hajiyah
Adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan
keleluasaan, menanggung beban taklif dan beban kehidupan yang lainnya.
Apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan
manusia dan tidak akan timbul kekacauan dan kemafsadatan, akan tetapi
manusia hanya akan mendapat kesulitan dan kesempitan®?.
Dalam bidang ibadah, Islam telah memberikan beberapa rukhshah untuk

memberikan keringanan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah apabila

%2 Abdul Wahab Khallaf, op.cit., him. 313



terdapat kesulitan dalam menjalankan ibadah tersebut®®. Sebagai contoh Islam
memperbolehkan orang menggashar shalat dalam perjalanan, shalat sambil
duduk bagi orang yang tidak mampu, tayammum bagi orang yang tidak bisa
berwudlu, berbuka puasa pada Bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau
dalam perjalanan, dan keringanan-keringanan lainnya yang diberikan untuk
menghilangkan kesulitan manusia dalam menialankan ibadah.

Allah berfirman : (ié_‘i:\);‘yj ‘).m.n\éé.\iﬂ\ 3.

“...Allah menghendaki kemudahan padamu dan tidak mengh‘endaki
kesulitan padamu...” (Al-Bagarah ; 185)

c. Al-Umurut-Tahsiniyah

Adalah sesuatu yang dikehendaki oleh muru’ah, etika, dan perilaku yang
didasarkan kepada jalan yang paling lurus. Apabila sesuatu ini tidak ada, maka
tidak akan merusak struktur kehidupan manusia (sebagaimana tidak adanya
dharuri) dan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia (sebagaimana
tidak adanya hajiyat), namun kehidupan manusia akan terasa janggal. Hal yang
bersifat tahsiniy mengacu kepada kemuliaan ahlak dan adat istiadat yang baik.

Dalam bidang ibadah, agama Islam telah mengajarkan manusia untuk
mensucikan badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, menghindari najis, dan
menganjurkan untuk mengajarkan kesunnatan dalam bersedekah, shalat, puasa,
dan ibadah yang lain. Dalam setiap Ibadah, disamping rukun-rukun dan syarat-
syaratnya, Islam juga mengajarkan etika yang mengacu kepada kebiasaan

manusia pada adat istiadat yang baik®*.

%3 Rukhshah yang diberikan oleh Islam terhadap manusia ini membutuhkan sebab-sebab yang
menuntut peringanan ini. Ada tujuh sebab, yaitu : bepergian (safar), sakit (maradh), paksaan (ikrah),
lupa (nisyan), tidak tahu (jahl), meratanya musibah (ummul balwa), dan kekurangan (nagsh).

** Ibid., him. 319



Dari ketiga macam maqashidut-tasyri’iyyah diatas, Alumurudh-
dharuriyah merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dijaga.
Selanjutnya adalah Al-umurul-hajiyah, dan Al-umurut-tahsiniyah. Hukum-hukum
yang disyariatkan untuk tahsiniyah dianggap sebagai pelengkap bagi hukum-hukum
yang disyariatkan bagi hal-hal hajiyah. Sedangkan Hukum-hukum yang disyariatkan
untuk hajiyah dianggap sebagai pelengkap bagi hukum-hukum yang disyariatkan
bagi hal-hal dharuriyah.

Dalam gaidah ushul figh:

Gliuadl)

Urusan dharuri itu membolehkan urusan haji yang terlarang dan urusan

haji itu membolehkan urusan tahsiny yang terlarang.
o pbl JsY (S alle DAl L g e Jlay (o2l aall ) (555 mm ey 2inyY
Sl

Tidak dianggap melewati batas urusan dharuri yang sampai merusak
urusan dharuri yang lain, selagi yang pertama tidak lebih penting daripada yang
kedua.

2. Perantara-perantara Magqaashid al Syari’ah

a. Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karenanya adalah

wajib adanya. (Maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun)

Dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam Islam ada yang dapat

dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dikerjakan secara

langsung, perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya. Atau dengan kata



lain wajibnya suatu kewajiban itu ditentukan oleh adanya beberapa sebab dan
syarat. Misalnya wajib menjalankan shalat ditentukan oleh adanya sebab tibanya
waktu shalat dan terpenuhinya syarat kedewasaan serta kesempurnaan akal
seseorang®.

Demikian pula dengan larangan. Ada perbuatan yang dilarang secara
langsung seperti minum khamr, berzina, dan lain sebagainya. Ada pula yang
dilarang secara tidak langsung seperti menjual khamr yang dapat membuka
pintu yang menuju kepada minum khamr, dan berkhalwat antara laki- laki dan
perempuan yang bukan muhrimnya, yang dapat membuka jalan kepada
perbuatan zina. Dengan menetapkan hukum yang sama dengan perbuatan yang
sebenarnya, maka tertutuplah jalan yang menuju kearah perbuatan-perbuatan
yang dilarang tersebut®®.

b. Menutup jalan yang menuju ke perbuatan terlarang (Saddudz-

dzari’ah)

Dzari’ah adalah metode penetapan hukum Islam yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi perantara / wasilah kepada
kemaslahatan atau kemafsadatan tetapi belum ada ketentuannya dalam Al-
Qur'an. Bila dzari’ah itu menuju kepada mafsadat, maka disebut Saddudz-
dari’ah, sedangkan bila menuju kepada maslahat maka disebut fathud-dzari’ah.

Jadi Saddud-dzari’ah adalah menutup atau menghalangi jalan yang menuju

kepada kerusakan atau maksiat (perbuatan yang terlarang). Penutupan ini bisa

%5 Mukhtar Yahya, op.cit., him. 345
% Mu’in Umar et al.,, Ushul Figh jilid I,, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, him. 161



dengan hukum haram atau makruh, tergantung dengan kadar mafsadat yang
akan ditimbulkan®”.

Tujuan dari Saddud-Dzari’ah ini adalah untuk memudahkan tercapainya
kemaslahatan dan dapat dijauhkannya kemungkinan terjadinya kerusakan atau
terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Seperti menghina orang
lain yang dapat mengakibatkan orang lain tersebut balas menghina.

Firman Allah :

el e 1530 60 T30 A1 03 e 0505 G 15259

“Janganlah kamu memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain
Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas
tanpa pengetahuan ...”" (Alan’am ; 107)

Dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin memaki-maki atau
menghina sesembahan mereka (Tuhan selain Allah). Hal itu dilarang karena
perbuatan menghina tersebut akan menyebabkan kaum non muslim akan balas
menghina atau memaki-maki Allah.

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang itu adakalanya
Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang, dan
adakalanya perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan

terlarang®®.

8" Muhyiddin, Dzari'ah Sebagai Metode Penetapan Hukum (Antara Yang Sadd dan Fath), Jumal
Al-Ahkam, Semarang: Fakultas Syari’ah TAIN Walisongo, vol. XV, 2004, hlm. 37
® Ibid., him. 163



BAB 111
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI') NO. 287 TAHUN 2001

TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

A. Gambaran Umum MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama,
zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan
mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pembentukan MUI itu sendiri
pada awalnya kurang mendapat respon dari kaum muslimin ® . Upaya ini
merupakan salah satu strategi politik sistemik yang dilakukan oleh Soeharto untuk
melanggengkan kekuasaannya. Pada awalnya gagasan untuk mendirikan MUI ini
muncul pertama kali pada tahun 1970, tepat satu tahun sebelum pemilihan umum.
Tendensinya jelas, vyaitu agar pemerintah mendapatkan dukungan dari kaum
muslimin’®.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah,
bertepatan dengan tanggal 27 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan
atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai
penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di
Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas
Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al

Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang

89 MUI adalah bentukan penguasa Orde Baru (Orba) dengan tujuan untuk militerisasi kekuasaan
Orba supaya pemerintahan Soeharto lebih mudah mengatur organisasi keagamaan. Untuk menyetir
gejolak organisasi kepemudaan yang juga dikhawatirkan mengancam eksistensi Soeharto,
Pemerintahan Orba membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Lebih lanjut lihat
Majalah Justisia, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, edisi 28 tahun XIII 2005, hlm. 12

% Ahmad Rofig, Figh Kontekstual,; Dari normatif ke pemaknaan sosial, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004, him. 208
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ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut
dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk
membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan
muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA MUI” yang
ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut
Musyawarah Nasional Ulama 1.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-
tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif
dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI. Di sisi lain umat Islam
Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan
teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global
yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu
yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran
agama dalam kehidupan umat manusia. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam
egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran
MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan
umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi
terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam’?.

Majelis Ulama Indonesia bertugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan
kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat

yang sesuai dengan ajaran agama Islam. MUI bertugas memberikan nasihat dan

"L Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi, salah satunya adalah
MUI yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak
permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Jaih Mubarok, Metodologi ljtihad Hukum Islam,
Yogyakarta: Ull Press, 2002, him. 169
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fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan
masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan
kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan
bangsa serta; menggalakkan persatuan dikalangan umat Islam, bertindak selaku
penengah antara pemerintah dan kaum ulama’ dan mewakili kaum muslimin dalam
permusyawarahan antar golongan agama’?.
Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima

fungsi dan peran utama MUI vyaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)

2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)

4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid

5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

B. Deskripsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 287 tahun 2001 Tentang
pornografi dan pornoaksi
Rumusan masalah tentang pornografi dan pornoaksi yaitu, Pornografi artinya
segala bentuk produk media yang mengexploitasi potensi dan perilaku sexual
manusia, terutama kaum wanita untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggung jawab.
Sedangkan pornoaksi lebih cenderung keluar dari graphic frame diatas, atau lebih
kepada action.
Didalam Fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi terdapat beberapa hal

yang harus diutarakan sebelum sampai kepada keputusan fatwa. Diantaranya adalah

2 Atho’ Mudzhar., op. cit., him. 63
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konsideran yang terdiri atas pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai dalam

pengambilan fatwa. Berikut paparan mengenai fatwa MUI tentang pornografi dan

pornoaksi

1. Konsideran Fatwa;

a. Pertimbangan :

1)

2)

3)

4)

Bahwa pornografi dan pornaksi serta hal-hal lain yang sejenis akhir-
akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas
ditengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik,
media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perubahan nyata;
Bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan
berbagai dampak negatif bagi ummat Islam khususnya dan bangsa
Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap
perilaku, moral (ahlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan
keluarga, dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas,
perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah, aborsi,
penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan
sebagainya;

Bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang
sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa; dank
arena itu, perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui
tindakan konkrit, antara lain, dengan penetapan peraturan perundang-
undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat;
Bahwa sebagian besar ummat Islam dan bangsa Indonesia, baik

masyarakat umum maupun para penyelenggara negara, dianggap belum



memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat
pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal-

hal terkait lainnya;

b. Dalil / dasar hukumyang dipakai oleh MUI dalam menetapkan fatwa,
yaitu :
1) Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ 32, yaitu larangan untuk

mendekati zina :

“...Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah

sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk...” ( Al-Isra’ ;
32)
2) Firman Allah SWT dalam surat an-Nur, ayat 30, yang mengatur

tentang etika pergaulan dan berbusana yang baik bagi laki-laki dan

perempuan;
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“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : ‘Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian
itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Katakanlah kepada wanita yang
beriman ; ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara
kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,
kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka
menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau
ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera
suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera
saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan
mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka
miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan
janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai

orang-orang yang beriman supaya kamu yang beruntung’.” (al-Nur ;
30-31)

3) Firman Allah SWT surat al- Ahzab ayat 59, memerintahkan Nabi untuk
menyuruh kaum perempuan mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh

agar mudah dikenal dan tidak mudah diganggu;
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“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,
dan istri-istri orang mu’min. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya
keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah
untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab ; 59)

4) Firman Allah SWT yang berisi perintah untuk tolong menolong dalam

hal kebaikan dan takwa. Surat al-Maidah, 2;
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“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
tagwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksan-Nya” (al-Maidah ; 2)
5) Hadits-hadits tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis,
sensual, dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu, serta hadits tentang
larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram,

antara lain;
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Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata:
Rasulullah sawa memberikan kepadaku qubthyah katsifah (jenis pakaian
tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh
Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada isteriku. Rasulullah saw
bertanya kepadaku; Mengapa engkau tidak memakai qubthyah? Saya
menjawab, wahai Rasulullah! Aku berikan kepada isteriku. Rasulullah
bersabda kepadaku: suruh isterimu agar mengenakan rangkapan
dibawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan



bentuk tubuhnya. (HR. Ahmad dalam Musnadnya, kitab Musnad al-
anshar, ban Hadist Usamah bin Zaid, nomor 20787).
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Dari ‘Algamah bin Abi ‘Algamah dari bibinya bahwa ia berkata:
Hafshah binti Abdurrahman masuk dalam rumah ‘Aisyah istri Nabi saw,
dan Hafshah  mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu ‘Aisyah
menyobeknya dan meneganakan padanya tutup kepala yang tebal. (HR.
Malik dalam al-muwaththa’, kitab Jami’ bab yakrahu li al-Nisa’ lubsuhu
min al-Tsiya nomor 1420)
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Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami, Abdullah bin ‘Ayyasy bin
Abbas al-Qitbani bercerita kepada kami; ia berkata; saya mendengar
ayahku berkata; saya mendengar ‘Isa bin Hilal al-Shadafi dan Abu
Abdurrahman al-Habuli berkata; saya mendengar Rasulullah saw



bersabda: Kelak diakhir umatku (akhir zaman) akan ada sejumlah laki-
laki menarik pelana seperti tokoh; mereka turun (singgah) di pintu-
pintu masjid; (akan tetapi) isteri mereka berpakaian (seperti) telanjang;
diatas kepala mereka tersebut dibalut serban besar mirip punuk unta
berleher panjang yang kurus. Kutuklah isteri-isteri tersebut, sebab
mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada
umat lain, tentu isterimu meniru isteri mereka sebagaimana isteri-isteri
umat sebelum kamu menirumu. (HR. Ahmad dalam Musnadnya, kitab
Musnad ‘Abdillah bin Amr bin al- ‘Ash, nomor 6787)
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Dari Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi saw bersabda; “Janganlah
seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang
perempuan, dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan
perjalanan kecuali disertai mahramnya)”. Seorang laki-laki berdiri lalu
berkata ; “Hai Rasulullah! Aku tercatat dalam jumlah ghazwah
(peperangan), padahal isteriku akan melakukan haji. Nabi
bersabda; " Pergilah berhaji menyertai isterimu!” (HR. Bukhori dari Ibnu
Abbas, kitab al-jihad wa al-sair, nomor 2784; dan Muslim, kitab al-Hajji,
nomor 2391)
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Dari Abu Hurairoh, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada dua
kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; (1) sekelompok
orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu
mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakian
(seperti) telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/memikat,
kepala mereka bersanggul besar laksana punuk unta; mereka ini tidak
akan masuk surga dan tidak dapat mencium harumnya, padahal
keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian. (HR. Muslim, kitab al-
Libas waaz-Ziinah, bab an-Nisa’ al-Kaasiyat al-‘ Aariyat al-Maa’ilat al-
Mumiilat, nomor 3971)

6) Hadits Nabi saw tentang aurat perempuan :
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Dari ‘Aisyah r.a. bahwa Asma’ binti Abu Bakr masuk ke (rumah)
Rasulullah saw mengenakan pakaian tipis; maka rasulullah saw
berpaling dari (arah)-nya dan bersabda, “Hai Asma’!  seorang
perempuan jika sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh terlihat
dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk muka dan kedua
telapak tangannya. (HR. Abu Daud dalam sunan-nya, kitab al-Libas, bab
fi ma tubdi al-mar’ah min zinatiha, nomor 3850)



7) Qaidah ushul figh sadd al-zari’ah ( Zay m)
Yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya
perbuatan haram adalah haram.

8) Qaidah Figh:
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Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah

haram

2. Dictum Fatwa memuat ;
a. Substansi hukum yang difatwakan;
1) Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku
secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame,
iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik

yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus
pandang dengan maksud untuk diambuil gambarnya, baik untuk
dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.

Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada langkah
2 adalah haram.

Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang,
melakukan pengambilan gambar  hubungan seksual atau adegan
seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat
hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

Memperbanyak, mengedarkan, menjual maupun membeli dan melihat
atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka
auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat
membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau
adegan seksual adalah haram.

Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan
perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya
yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di
luar pernikahan adalah haram.

Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara lutut dan pusar bagi
laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak
tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang
dibenarkan secara syara’.

Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat

memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.



9)

10)

11)

Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat
mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau
perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.

Membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan  tanpa
pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah
haram.

Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan

yang diharamkan diatas adalah termasuk haram.

b. Rekomendasi ;

1)

2)

Mendesak kepada semua pihak terutama produser, penerbit, dan
pimpinan media, baik cetak maupun elektronik, agar segera
menghentikan segala bentuk aktivitas yang diharamkan sebagaimana
dimaksud dalam fatwa ini.

Mendesak kepada semua penyelenggara Negara agar segera
melakukan hal-hal berikut :

a) Menetapkan peraturan perundang-undangan yang
memperlihatkan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai
dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani
(membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum
melakukannya menjadi takut untuk melakukannya);

b) Melarang dan menghentikan segala bentuk perbuatan haram
dimaksud dalam fatwa ini serta tidak memberikan izin terhadap

penyelenggaraan dan penyebarannya;



c) Tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud
dalam fatwa ini sebagi sumber pendapatan.

3) Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta secara
aktif dan arif menghentikan segala bentuk, perbuatan haram dimaksud
dalam fatwa ini.

4) Mendesak kepada aparat penegak hukum, sebelum rekomendasi 1, 2,
dan 3 dalam fatwa ini terlaksana, agar menindak dengan tegas semua
pelaku perbuatan haram dimaksud dalam fatwa ini sesuai dengan

ketentuan hokum yang berlaku.

C. PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Dalam hal pedoman penetapan fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA,
ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Diantaranya adalah dasar, prosedur
penetapan fatwa, mekanisme, format fatwa, serta kewenangan dan wilayah fatwa,
yang kesemuanya termaktub dalam (1) Keputusan MUI no. U-596/MUI/X1997
tentang pedoman penetapan fatwa, (2) Keputusan MAJELIS ULAMA INDONESIA
no. U-634/MUI/X1997 tentang mekanisme kerja Komisi Fatwa, dan (3) Keputusan
MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI"2.

1. Dasar-Dasar dan Metode Penetapan Fatwa

Mengenai dasar-dasar ~dan metode penetapan fatwa diatur dalam
Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan
Fatwa MUI™.

a. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

3 Muhyiddin, op. cit, him. 70
"% Himpunan Fatwa MUI Jakarta: Direktorat Jenderal BIPH Departemen Agama Republik
Indonesia, 2003, him. 384-385



1) Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur’an, sunnah (hadits), ijma’,
dan giyas.
2) Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.
3) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu
lembaga yang dinamakan ‘“Komisi Fatwa”
b. Metode Penetapan Fatwa
1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat
para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan
tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2) Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahiam al-qhat’iyyah)
hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka ;
a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik
temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode
al-jam’u wa al-taufg; dan
b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan,
penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode
mugaranah al-madzahib dengan menggunakan qaidah-gaidah
uhul figh mugaran.
4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya
dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad
jama’i (kolektif) melalui metode bayani, ta’lili (qiyasi, istihsani,

ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari’ah.



5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan
umum (mashalihul ‘ammah) dan magashid al-syari’ah.
2. Prosedur Penatapan Fatwa

Berdasarkan Keputusan MUI no. U-596/MUI/X1997 tentang pedoman

penetapan fatwa, dalam pasal 3 dan 4, prosedur penetapan fatwa adalah :

a. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih
dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim
Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.

b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qath’iy) hendaklah
Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur
setelah diketahui ada nash-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah

c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka
yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan figh
mugaran (perbandingan) dengan menggunakan gaidah ushul figh
mugaran yang berhubungan dengan pen-tarjih-an.

d. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensip, serta
memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam
siding, komisi menetapkan keputusan fatwa.

3. Format Keputusan Fatwa

Berdasarkan pada Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman

dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, maka format fatwa dan kewenangan dan wilayah

fatwa adalah sebagai berikut;

S Ibid., him. 5



a. Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hokum yang mudah
dipahami oleh masyarakat luas.

b. Keputusan fatwa memuat :
1) Judul dan nomor keputusan fatwa;
2) Konsideran yang terdiri atas:

a) Menimbang, memuat latar belakang, alas an, urgensi penetapan
fatwa;

b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam),
dan;

c) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para
ulama’ pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung
penetapan fatwa.

3) Dictum, memuat :
a) Substansi hukum yang difatwakan, dan
b) Rekomendasi dan atau jalan keluar jika dipandang perlu

4) Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang
keputusan fatwa

5) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu

6) Keputusan fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
Komisi’®

4. Kewenangan dan Wilayah Fatwa
a. MUI berwewenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah

keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (figh) dan masalah

8 bid., hIm. 386-387



agqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat
Islam Indonesia.

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah
kegamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut  umat
Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan
disuatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis
Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.

. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana
dimaksud nomor 3 diatas tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh
menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
Dalam hal yang belum ada keputusan fatwa MUI, maka MUI Daerah
berwenang menetapkan fatwa.

Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif,
sebelum menetapkan fatwa, MUl Daerah diharapkan terlebih dahulu

melakukan konsultasi dengan MUI.



BAB IV
ANALISA TERHADAP FATWA MUI NO. 287 TAHUN 2001

TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

A.  Fatwa MUI no. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

Kaitannya Dengan Magqaashid al Syari’ah

Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia tidak lain bertujuan
untuk menghindarkan manusia dari segala bentuk mafsadat dan membawa manusia
kepada kemaslahatan. Hal itu dapat dilihat dari segala peraturan / hukum yang
bersumber dari al-Qur'an dan Hadith yang selalu menekankan pada perilaku manusia
yang baik dan berahlakul karimah.

Salah satu indikasi bagi seseorang yang mempunyai ahlakul karimah
adalah selalu menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak moral, termasuk
pornografi dan pornoaksi, karena pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang
merusak tatanan kehidupan dan dapat menimbulkan berbagai mafsadat. Itulah yang
kemudian membuat pemuka agama aktif menentang pornografi dan pornoaksi’’.

Dalam konsideran fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan
pornoaksi, disebutkan bahwa pornografi dan pornoaksi dalam kehidupan nyata telah
menimbulkan banyak dampak negatif bagi ummat Islam khususnya dan bangsa
Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral
(ahlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab,

seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah,

" sSiti Musdah Mulia, Manajemen Syahwat Terapi Islam Menyikapi Pornografi, Jurnal
Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004, him. 86



aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan
sebagainya’®.

Dari konsideran diatas dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa pornografi
dan pornoaksi sangat bertentangan dengan salah satu tujuan penetapan hukum
syari’ah, yaitu al-umuru al dharuuriyah, yang didalamnya terdapat lima pembagian;
urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta benda.

Jika kita cermati, maka pornografi dan pornoaksi lebih cenderung
bertentangan kepada penjagaan terhadap keturunan. Pornografi dan pornoaksi
bertentangan dengan penjagaan terhadap keturunan, karena salah satu mafsadat yang
bisa ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi adalah zina, dan zina bisa
mengakibatkan rusaknya garis keturunan / nasab. Anak yang lahir dari perbuatan zina
nasabnya tidak bisa ikut ayahnya, karena syara’ memutus hubungan nasab dari/sebab
zina’®. Hal ini akan berakibat pada siapa yang berhak untuk menjadi wali bagi anak
tersebut dalam pernikahan. Seorang anak perempuan yang dilahirkan sebelum usia 6
bulan sejak perkawinan ibunya, dalam perkawinan, ayah biologisnya tidak dapat
menjadi wali nikah bagi dirinya. Meskipun hal itu bisa diatasi dengan cara
menggunakan lembaga wali hakim bagi anak perempuan tersebut, akan tetapi persepsi
yang muncul di masyarakat akan menimbulkan satu permasalahan tersendiri®®. Akan
muncul satu pertanyaan besar, mengapa ayahnya masih ada tapi menggunakan wali
hakim.

Ketidakjelasan nasab juga menimbulkan satu permasalahan tersendiri pada

saat pembagian harta waris. Karena anak zina atau li’an hanya bisa saling mewarisi

78 Fatwa Majelis Ulama Indonesiano. 287 tahun 2001 tentang porografi dan pornoaksi

9 Abdullah bin Hijaz, Syargawi juz 2, Lebanon, Darul Fikr, him. 328-329. Lihat pula Syihabuddin
Ahmad, Mahallijuz 3, Lebanon: Dar Ibnu Abud, him. 244

8 Neng Djubaedah, op.cit., hIm. 105



dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu saja. Jadi apabila yang meninggal adalah ayah
zinanya, maka si anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak

untuk mewarisi harta kekayaannya®!. Hal itu didasari dari Hadith Nabi :
ladny (e Ly ol g any A D)yl Sl oae alug e Al Lo ) Jgw ) Jas

( JJ‘J ‘5.1\ °‘J))

“Rasulullah saw. menjadikan hak waris anak li’an (mula’anun) kepada
ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya (HR. Abu Dawud)

Dari segi psikologi, anak yang dilahirkan hasil dari perzinaan akan merasa
minder, kurang percaya diri dan merasa malu, bahkan cenderung membenci ayahnya.
Bukan tidak mungkin bila hal itu menyebabkan dia tidak mau mengakui siapa
ayahnya yang sebenarnya, dan ia menganggap orang lain sebagai ayahnya, karena
mungkin orang lain itu dirasakannya sebagai figure ayah yang cocok baginya. Padahal

dalam suatu hadist Nabi Muhammad® :
=) el alu s agle A e ) o) die il ey galis ol Gl a0
(ade giia) Laloa dle Laald ayl ye il alay a4l e )

Dari Sa’ad bin Abu Wagqgash ra. Bahwasanya Nabi Muhammad saw
bersabda : “Barang siapa menasabkan diri (membangsakan) kepada selain ayahnya,
padahal ia tahu bahwa itu (orang yang dibangsakan) bukanlah ayahnya, maka surga
baginya adalah haram”.

Disamping itu, munculnya satu persepsi dalam masyarakat bahwa “anak
hasil zina tidak masuk surga”. Hal inilah yang membuat si anak zina merasa bahwa
tidak ada gunanya lagi mereka berbuat baik dan menjalankan syari’at Islam. Mereka

merasa sudah digariskan untuk menjadi penghuni neraka, sebagai akibat dari

perbuatan (zina) orang tua mereka.

81 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, him. 420
82 |mam Nawawi, Riyadhusshalihin (terj) jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, him. 597



Persepsi tersebut merupakan persepsi yang salah. Bahkan para Ulama’
bersepakat bahwa setiap orang yang beriman dan beraamal shaleh akan masuk surga.
Adapun sabda Rasulullah; “anak zina tidak masuk surga”, menurut al-Munawi, bahwa
yang dimaksud adalah tidak masuk surga bersama rombongan pertama penghuni
surga. Hal ini dimaksudkan agar seorang ibu yang mengetahui kalau anaknya tidak
bisa masuk surga karena perbuatan zina yang dia lakukan, maka otomatis si ibu tidak
akan berzina®?,

Bermacam-macam mafsadat itulah yang bisa ditimbulkan dari pornografi
dan pornoaksi. Mafsadat tersebut harus disingkirkan karena bertentangan dengan
salah satu al-umuru al dharuuriyah, yaitu penjagaan terhadap keturunan. Al-umuru al
dharuuriyah diwujudkan dalam dua pengertian; pada satu sisi, al-umuru al dharuriyah
itu harus diwujudkan dan diperjuangkan dengan sekuat tenaga, sementara disisi yang
lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut (al-umuru al
dharuuriyah) harus disingkirkan. Atau dengan kata lain, hal-hal buruk yang
diperkirakan bisa mengancam terwujudnya hal-hal yang bersifat al-umurudh-
dharuriyah harus dicegah oleh hukuman dengan berbagai bentuknya, sehingga dapat
dipastikan lima prinsip universal dalam al-umuru al dharuuriyah dapat diwujudkan®.

Hal itu senada dengan salah satu qaidah ushul figh yaitu {J) 3, , jzall yang
artinya segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.

Lantas bagaimana dengan keuntungan yang bisa kita ambil dari pornografi
dan pornoaksi. Dalam dunia entertainment misalnya, bagi seorang penyanyi yang
bergoyang sedemikian erotisnya, atau bagi seorang pelukis/photografer yang

berlebihan dalam mengekspresikan seni yang mereka miliki? Tengok saja kasus-kasus

8 gSahal Mahfudz, Solusi Problematka Aktual Hukum Islam, Bahtsul Masa’il NU, Surabaya:
Diantama, 2005, him. 83
8 Wael B. Hallag, Sejarah Teori Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, him. 248



pornografi dan pornoaksi yang belakangan terjadi, mulai dari foto seronok Anjasmara
dan Isabel Yahya sampai penerbitan majalah Playboy yang disinyalir menantang umat
beragama®®.

Memang ada sedikit manfaat / keuntungan yang diperoleh oleh pihak-
pihak tertentu dari adanya pornografi dan pornoaksi, namun manfaat tersebut lebih
sedikit bila dibandingkan dengan mafsadat yang ditimbulkan darinya. Keuntungan
yang didapat dari tindak pornografi dan pornoaksi tersebut hanya bisa dinikmati oleh
sebagian orang. Biasanya keuntungan tersebut diperoleh si pelaku dan orang-orang
yang bekerja dibalik layar, atau berada dibelakang bisnis syahwat tersebut. Padahal
mafsadat yang ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi itu sendiri merusak seluruh
umat manusia, baik laki-laki atau perempuan, maupun orang dewasa sampai anak
kecil. Oleh karena itu dalam hal ini berlaku gaidah ushul figh ;

cladl Gila e adie duldall ¢ 5

“Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat

Apabila terjadi pertentangan / perlawanan antara kemaslahatan dan
kemafsadatan pada suatu perbuatan, maka segi kemafsadatannya (mencegah mafsadat
yang bisa timbul) harus didahulukan dari segi kemaslahatannya (mengambil maslahat
darinya). Hal itu disebabkan karena perintah untuk meninggalkan larangan lebih kuat
daripada perintah untuk menjalankan kebaikan®®.

Dalam tindak pornografi dan pornoaksi ada sedikit “maslahat” yang bisa
diperoleh oleh sebagian orang, akan tetapi dibalik maslahat tersebut ada mafsadat

yang sangat besar yang bisa merusak moral dan ahlak manusia. Oleh karena itu

8 Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, yang
tidak setuju dengan rencana penerbitan majalah tersebut. Rencana terbitnya majalah Playboy edisi
Indonesia itu jelas merupakan upaya menentang umat beragama. Suara Merdeka edisi Senin, 23 Januari
2006

8 Mukhtar Yahya, op.cit., him. 513



pornografi dan pornoaksi dengan segala cara harus dihilangkan agar mafsadat-
mafsadat yang terdapat didalamnya bisa dihindari.

Satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa dalam menjalankan kewajiban-
kewajiban yang ada dalam Islam ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan secara
langsung, harus ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Seperti kewajiban shalat, yang
sebelumnya diharuskan untuk berwudlu terlebih dahulu, karena kewajiban shalat kita
tidak akan sah tanpa berwudlu, maka berwudlu menjadi satu kewajiban pula bagi kita.

Demikian halnya dengan larangan, zina adalah salah satu larangan yang
harus dijauhi oleh muslim, sedangkan khalwat antara laki-laki dan perempuan yang
bukan muhrim dapat membuka jalan menuju perzinaan. Maka dari itu hukum khalwat

ditetapkan haram, karena dapat menjadi perantara bagi zina. Sesuai dengan kaidah

ushul figh®”: al s sgd al)all ) dlus sl “sarana yang menjerumuskan pada

tindakan keharaman adalah haram”.

Sedangkan dari sudut pandang saddudz-dari’ah, segala sesuatu yang dapat
menuju kepada pornografi dan pornoaksi ditetapkan haram, karena saddudz-dari’ah
befungsi untuk menutup atau menghalangi jalan yang menuju kepada kemaksiatan
atau perbuatan yang dilarang. Pornografi dan pornoaksi seperti yang sudah disebutkan
diatas didalamnya terdapat mafsadat yang sangat besar. Disamping itu banyak akibat-
akibat dari pornografi dan pornoaksi yang juga dapat menimbulkan efek negatif bagi
manusia. Melihat dari kadar keharaman dan kemafsadatan yang bisa ditimbulkan dari
pornografi dan pornoaksi ini begitu besar, maka hukum yang diambil dari penetapan
dengan saddudz-dari’ah terhadap segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada

tindak pornografi dan pornoaksi hukumnya adalah haram.

87 Buletin Al-Islam, Mengawal RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi, Hizbut Tahrir Indonesia,
edisi no. 297 tahun XII



Berdua-duaan, berpakaian ketat atau tembus pandang, atau membiarkan
aurat terbuka dengan maksud untuk diambil gambarnya untuk dicetak atau
disebarluaskan, atau dengan maksud-maksud lain yang bertentangan dengan hukum
Islam, maka hukumnya adalah haram. Meskipun perbuatan diatas belum tentu
menyebabkan terjadinya perzinaan, akan tetapi perbuatan itu memungkinkan bisa
menyebabkan terjadinya perzinaan, maka perbuatan itu tetap dihukumi haram. Dasar
hukum dari saddudzari’ah i terdiri dari tiga macam®e;

1. Yang wajib ditutup secara ijma’, seperti menggali sumur di jalan-jalan.

2. Yang dianggap batal secara ijma’, seperti larangan tinggal bersama

serumah (khalwat), karena dikhawatirkan akan terjadi perzinaan.

3. Yang diperselisinkan hukumnya, seperti transaksi jual beli yang

bertangguh.

Didalam fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi diatas, terdapat

satu gaidah ushul figh, yaitu e\ﬁ e\)éj\ & OB “Melinar pada (sesuatu) yang

’

haram adalah haram .

Satu hal perlu digaris bawahi, bahwa yang dimaksud dengan haram
dalam melihat disini adalah melihat kepada sesuatu yang diharamkan saja, seperti
melihat aurat orang lain®®. Karena pada dasarnya melihatnya seorang laki- laki kepada
wanita itu dibagi menjadi tujuh macam® ;

1. Melihatnya seorang laki-laki kepada wanita lain tanpa adanya suatu

hajat, maka hukumnya tidak boleh.

8 Ahmad Ibrahim Abbas, Teori ljtihad Dalam Hukum Islam, Semarang: Dina Utama, 1999, hlm.
26

89 Menurut ahlul lughah, aurat adalah, karena mengingat kepada kekejian memperlihatkannya dan
karena mata memejamkan diri dari melihatnya. Dalam hal menutup aurat ini, para ulama’ berselisih
pendapat, sebagianh ada yang berpendapat bahwa menutup aurat itu hukumnya sunnah, sedangkan
jumhur ulama’ mewajibkan menutup aurat. Lebih lanjut lihat Muhammad Hasbie ash siddiqi, Koleksi
Hadith-Hadith Hukum jilid 2, him. 214

% Muhammad Nawawi, Tausyeh, Lebanon: Darul Fikr, him. 197-198



2. Melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya dan budak ammahnya,
hukumnya boleh melihat kepada selain farji dari keduanya.

3. Melihat kepada yang mempunyai hubungan muhrim, maka boleh
melihat selain diantara pusar dan lutut.

4. Melihat untuk tujuan nikah, maka boleh hukumnya melihat wajah dan
telapak tangan.

5. Melihat untuk pengobatan, maka boleh hukumnya melihat kepada
anggota tubuh yang dibutuhkan untuk proses pengobatan.

6. Melihat pada proses persaksian atau transaksi mu’amalah, maka
hukumnya boleh melihat hanya pada wajah.

7. Melihat pada budak ketika ingin membelinya, maka hukumnya boleh
melihat kepada yang dibutuhkan untuk menjamin ketidakcacatannya.
Seperti pada kuku dan rambutnya, bukan pada auratnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka melihat tayangan, gambar, atau

bentuk visualisasi apapun yang memperlihatkan aurat orang lain, atau melihat kepada

sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syara’, maka hukumnya adalah haram.

B. Analisa Fatwa MUI no. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi
Dalam Kaedah Lughowiyah (Kebahasaan)
1) Firman Allah SWT :

Z Z - / P

Artinya : “...Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk...”

Dalam ayat tersebut diatas terdapat lafaz yang menunjukkan larangan /

bentuk nahi, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi



kepada yang lebih rendah. Larangan tersebut terdapat pada lafaz @)J\ 3 )3)93 Y K

(Dan janganlah kamu mendekati zina). Penunjukan terhadap larangan/keharamannya
adalah mutlak karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan terhadap arti yang
berbeda®’. Karena ayat tersebut berbentuk nahi, maka ayat diatas dari segi cakupan
artinya termasuk lafaz khash.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz ini termasuk sharih, karena
sudah jelas dan terang maksudnya, bahwa yang dimaksud dari ayat diatas adalah
larangan untuk mendekati perbuatan zina. Hukum dari lafaz sharih ini harus
diamalkan.

Sedangkan ditinjau dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahami
sebuah teks, ayat ini termasuk dalam waadhiih al-dalalah kategori nash, karena lafaz
ini sudah jelas artinya, vyaitu keharaman zina dan memang arti itulah yang
dimaksudkan dan ia mengandung kemungkinan untuk dita’wilkan. Hukum dari lafaz
nash ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mena’wilkan, atau
menasakhnya.

Sedangkan dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah
teks, ayat diatas termasuk dalam kategori dalalah ibarat, karena penunjukkan
terhadap keharaman zina itu dapat segera dipahamkan dan memang makna itulah
yang dikehendaki oleh siyaqul kalam. Hukum dari dalalah ibarat ini wajib diamalkan
karena menurut Hanafiyah, tingkatan dalalah yang paling tinggi adalah dalalah ibarat.

2) Firman Allah SWT ;

2
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1 Abdul Hamid Hakim, Mabadi’Awaliyah, Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927, hlm. 9
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Artinya

(31} oA & G

: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : ‘Hendaklah mereka

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu
adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yvang mereka perbuat’. Katakanlah kepada wanita  yang beriman
‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya,
dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)
nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke
dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami
mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera
mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka,
atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang
mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat
wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian
kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu yang
beruntung’.” (aFNur ; 30-31)

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz yang menunjukkan arti perintah / Amr.

Perintah tersebut terdapat pada lafaz (833 s Ga jliall G (lalasy ciliajall Jiy

u%éf)ﬁ (Katakanlah kepada wanita yang beriman ; Hendaklah mereka menahan

pandangannya dan memelihara kemaluannya..). Bentuk lafaz Amr didalam ayat

tersebut adalah mensifati bahwa perbuatan menahan pandangan dan memelihara



kemaluan itu adalah perbuatan baik. Oleh karena itu ayat diatas dari segi cakupan
artinya termasuk lafaz khash, dan hukum dari lafaz ini wajib diamalkan.

Dari segi artinya dalam pemakaian lafaz diatas termasuk lafaf majaz,
karena yang dimaksud dengan ( u@JQJ\-’ CJ:.’:)-:'G;! Y/j) Janganlah mereka

memukulkan kakinya, bukanlah makna yang sebenarnya, vyaitu benar-benar
memukulkan kaki, akan tetapi makna majazi, yaitu berbuat sesuatu untuk
memperlihatkan perhiasan dikaki (pamer). Lafaz ini wajib diamalkan sesuai dengan
arti yang dipinjamkan untuknya.

Dari tingkat kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini
termasuk waadhiih al-dalalah kategori zhahir, lafaz ini sudah jelas artinya dan
langsung bisa dipahami setelah didengar tanpa perlu adanya bantuan dari luar, akan
tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki sebenarnya dari susunan kalimat, dan lafaz
ini mengandung kemungkinan ta’wil. Pada lafaz (C)-g—' j:; 4_,1-“— :}‘5 ,}2;-’ R ,)-*4-‘3})
hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya®, ayat tersebut sebenarnya
merupakan perintah untuk tidak memperlihatkan lekuk tubuh / aurat. Lafaz zhahir ini
wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mana’wilkan, atau
menasakhnya.

Sedangkan ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh

teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori dalalah isyarat, yaitu makna tersirat dari

sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Teks diatas berujung pada satu

%2 Shahrur membagi tubuh perempuan menjadi dua; pertama, bagian tubuh yang terbuka secara
alami, yaitu bagian tubuh yang secara alami kelihatan, seperti kepala, perut, tangan, dan kaki. Yang
kedua, bagian tubuh yang tidak tampak secara alami, yaitu yang disembunyikan oleh Allah dalam
bentuk dan susunan tubuh perempuan, seperti bagian antara dua payudara, kemaluan, dan pantat.
Semua bagian ini wajib ditutupi. Lebih lanjut lihat Muhammad Shahrur, Metodologi Figh Islam
Kontemporer, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004, him. 516



kesimpulan®®, yaitu larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat bagi orang
lain. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan, karena menurut urutannya,

dalalah isyarat ini berada satu tingkatan dibawah dalalah ibarat.

3) Firman Allah SWT ;

AL Genda e Gele 8 G ball el Sl sy 3Y 08 G Gl G
(591 L) 158 ) (185 (435 36 Galmy of (A
Artinya : “Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan
istri-istri  orang mu’min. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya
keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah
untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab; 59)

Didalam ayat diatas terdapat lafaz yang menunjukkan arti Amr, yaitu

perintah kepada Nabi untuk mengatakan agar mengulurkan jilbab keseluruh tubuh
bagi istri nabi dan wanita mu’min ( u;*—mjﬂ\ ey il Aﬂa\jjj Ja :;_ul\ il g
OeSa (e Ogale G3)) | Lafaz ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil yang

memalingkannya kepada arti lain. Karena menunjukkan arti perintah, maka ayat
diatas termasuk lafaz khash.

Lafaz diatas dari segi artinya dalam pemakaian termasuk haqigat, karena
pemakaiannya sesuai dengan istilah bahasa, yaitu lafaz nabi (nabi) yang arti hakikinya
menurut bahasa adalah seseorang yang diberi wahyu®*.

Sedangkan bila ditinjau dari segi kemudahan dan kesulitan dalam

memahaminya, lafaz ini termasuk waadhiih al-dalalah kategori zhahir, lafaz ini sudah

% Djazuli, Nurul Aen, Ushul Figh Metodologi Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2000, him. 285
% Abdullah Zaeni, Kifayatul Ashab, Kediri: Mahfudhoh lil Mu’allif, 1405, hlm. 6



jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar tanpa perlu adanya bantuan

dari luar, akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki sebenarnya dari susunan

kalimat, dan lafaz ini mengandung kemungkinan ta’wil. Pada lafaz (= &\5—)59 u—}-ﬂ;

ug-ea)a (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh), ayat tersebut

sebenarnya menunjukkan bahwa aurat wanita adalah keseluruhan tubuh. Lafaz zhahir
ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mana’wilkan, atau
menasakhnya.

Hampir sama dengan ayat sebelumnya, bila ditinjau dari segi cara
menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori
dalalah isyarat, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui
perenungan. Teks diatas berujung pada satu kesimpulan, yaitu larangan untuk
memperlihatkan aurat wanita bagi orang lain agar mereka tidak diganggu. Hukum dari
dalalah isyarat ini harus diamalkan.

4) Firman Allah SWT ;
A &) B T8y a3y Ay e TS s sy ) e Ty
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Artinya - “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
tagwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksaan-Nya” (al-Maidah ; 2)

Dalam ayat tersebut ada perintah / Amr, yaitu untuk tolong menolong
dalam hal kebaikan (cs 5505 5d) iﬁjﬁj), dan juga sekaligus terdapat (nahi)
larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa (g\jiﬁ\j 93‘2\ ‘;r_ i’;s;ts.j ‘)Ij).

Avyat tersebut diatas dari segi cakupan artinya termasuk lafaz khash, dan karena tidak



ada garinah yang menunjukkan kepada arti lain, maka lafaz ini wajib diamalkan.
Sedangkan dari segi artinya dalam pemakaian ayat diatas termasuk sharih, karena
sudah jelas dan terang maksudnya.

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini
termasuk khofiy al-dalalah kategori khofy, karena lafaz dalam tersebut terdapat
kekaburan makna. Makna dari lafaz diatas adalah larangan tolong-menolong dalam
perbuatan dosa. Penunjukan terhadap makna tersebut jelas, akan tetapi dalam
penerapan makna (dosa dan pelanggaran) masih terdapat kekaburan. Apakah
pornografi dan pornoaksi termasuk dalam pemaknaan dosa dan pelanggaran
sebagaimana yang dimaksud oleh ayat diatas. Hal itu karena tidak ada lafaz yang
secara jelas menunjukkan tentang pornografi dan pornoaksi, yang ada hanya larangan
tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran.

Dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, ayat
diatas termasuk dalam kategori dalalah ibarat, karena penunjukkan terhadap
keharusan tolong menolong dalam hal kebaikan dan tagwa itu dapat segera
dipahamkan dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh teks. Hukum dari

dalalah ibarat ini wajib diamalkan.

5) Hadith-Hadith tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis,
sensual, dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu, serta Hadith tentang
larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram,

antara lain;
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(20787
Artinya : Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah
sawa memberikan kepadaku qubthyah Kkatsifah (jenis pakaian tembus
pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-
Kalbiy. Lalu aku berikan kepada isteriku. Rasulullah saw bertanya
kepadaku; Mengapa engkau tidak memakai qubthyah? Saya menjawab,
wahai Rasulullah! Aku berikan kepada isteriku. Rasulullah bersabda
kepadaku: suruh isterimu agar mengenakan rangkapan dibawahnya. Saya
khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya. (HR.
Ahmad dalam Musnadnya, kitab Musnad al-anshar, ban Hadist Usamah bin
Zaid, nomor 20787).
Dalam teks hadist diatas terdapat lafaz yang menunjukkan Amr. Perintah

Nabi kepada Usamah untuk menyuruh istrinya mengenakan rangkapan dibawah

qubthiyah katsifah terdapat pada lafaz (A2 Liad Jaaild Wa ja). Karena lafaz ini

termasuk lafaz Amr, maka Hadith diatas dari segi cakupan artinya termasuk khash.
Hukum dari lafaz ini wajib diamalkan. Sedangkan darisegi artinya dalam pemakaian,
lafaz Hadith diatas termasuk sharih, sudah jelas dan terang maksudnya.

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz diatas
termasuk waadhiih al-dalalah. Bentuknya nash, lafaz yang sudah jelas artinya dan
memang makna itulah yang dikehendaki. Makna yang dikehendaki lafaz diatas adalah
perintah menggunakan rangkapan dibawah pakaian yang tipis. Lafaz nash ini wajib
diamalkan karena tidak ada dalil lain yang memalingkan artinya.

Sedangkan bila ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud

oleh teks, lafaz tersebut diatas termasuk kategori dalalah isyarat, yaitu makna tersirat



dari sebuah teks yang diperoleh setelah melalui perenungan. Teks diatas mempunyai
satu kesimpulan, yaitu larangan mengenakan pakaian yang tipis / memperlihatkan

bentuk tubuh dari wanita. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.
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Artinya : Dari ‘Algamah bin Abi ‘Algamah dari bibinya bahwa ia berkata: Hafshah
binti Abdurrahman masuk dalam rumah  ‘Aisyah istri Nabi saw, dan
Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu ‘Aisyah menyobeknya
dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal. (HR. Malik dalam al-
muwaththa’, kitab Jami’ bab yakrahu li al-Nisa’ lubsuhu min al-Tsiya nomor
1420)

Didalam Hadith tersebut terdapat lafaz mugayyad, yaitu lafaz khash yang
diberi batasan berupa lafaz lain yang dapat mempersempit keluasan artinya. Pada
lafaz khimaarun (tutup kepala) diberi batasan dengan lafaz katsiifun (yang tebal).
Sehingga dalam lafaz diatas tuntutannya adalah mengenakan tutup kepala yang tebal,

tidak cukup bila hanya tutup kepala yang tipis.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz diatas merupakan lafaz hagigat,
yaitu pada lafaz (4ile 43838) “Ajsyah benar-benar menyobek tutup kepala yang

tipis tersebut dan menggantinya dengan tutup kepala yang tebal. Hukum dari lafaz ini
wajib untuk diamalkan. Dari tingkat kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya,
lafaz ini termasuk waadhiih al-dalalah kategorinash, lafaz ini sudah jelas artinya dan
langsung bisa dipahami tanpa perlu adanya bantuan dari luar, memang makna itulah
yang sebenarnya dikehendaki, dan lafaz ini mengandung kemungkinan ta’wil. Pada

lafaz ‘Aisyah menyobeknya, adalah benar-benar menyobek tutup kepala yang tipis lalu



menggantikannya dengan tutup kepala yang tebal, atau larangan mengenakan tutup
kepala yang tipis/transparan. Lafaz nash ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil
yang menafsirkan, mana’wilkan, atau menasakhnya.

Sedangkan bila ditinjau dari cara menemukan makna yang dimaksud oleh
teks, lafaz hadist tersebut diatas termasuk dalam kategori dalalah isyarat, yaitu makna
tersirat dari sebuah teks yang diperoleh setelah melalui perenungan. Teks diatas
mempunyai satu kesimpulan, yaitu larangan mengenakan tutup kepala yang tipis /
memperlihatkan bentuk tubuh wanita. Hukum dari dalalah isyarat ini harus

diamalkan.
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Artinya : Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami, Abdullah bin ‘Ayyasy bin *
Abbas al-Qitbani bercerita kepada kami; ia berkata; saya mendengar
ayahku berkata; saya mendengar ‘Isa bin Hilal al-Shadafi dan Abu
Abdurrahman al-Habuli berkata; saya mendengar Rasulullah saw
bersabda: Kelak diakhir umatku (akhir zaman) akan ada sejumlah laki-laki
menaiki pelana seperti tokoh; mereka turun (singgah) di pintu-pintu
masjid; (akan tetapi) isteri mereka berpakaian (seperti) telanjang; diatas
kepala mereka tersebut dibalut serban besar mirip punuk unta berleher
panjang yang kurus. Kutuklah isteri-isteri tersebut, sebab mereka adalah
perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu
isterimu meniru isteri mereka sebagaimana isteri-isteri umat sebelum kamu



menirumu. (HR. Ahmad dalam Musnadnya, kitab Musnad ‘Abdillah bin
Anmr bin al-°Ash, nomor 6787)

Hadith tersebut mengandung Amr, vyaitu perintah untuk mengutuk istri-

istri yang berpakaian seperti telanjang. Perintah tersebut terdapat pada lafaz ( (& si=l)

Oligala (jeild ). Oleh karena itu lafaz diatas dari segi cakupan arti termasuk lafaz
khash.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz Hadith diatas termasuk majaz,
karena pada lafaz (& s sl Ao oS da J), bukan makna sebenarnya yang

dimaksud (sejumlah laki-laki yang menaiki pelana), akan tetapi yang dimaksudkan

adalah sejumlah laki-laki yang mempunyai kedudukan.

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini
termasuk waadhiih al-dalalah kategori nash, karena lafaz tersebut sudah jelas artinya
dan langsung bisa dipahami setelah didengar, dan memang arti itulah yang dimaksud.
Makna dari lafaz diatas adalah larangan bagi wanita untuk mengenakan pakaian yang

tidak menutupi aurat.

Sedangkan bila ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud
oleh teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori dalalah isyarat, yaitu makna tersirat
dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Kesimpulan dari lafaz diatas
adalah larangan memperlihatkan aurat wanita. Hukum dari keempat macam

pembahasan diatas adalah wajib diamalkan.
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Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi saw bersabda; “Janganlah
seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan,
dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali
disertai mahram(nya)”. Seorang laki-laki berdiri lalu berkata ; “Hai
Rasulullan! Aku tercatat dalam jumlah ghazwah (peperangan), padahal
isteriku akan melakukan haji. Nabi bersabda; ’Pergilah berhaji menyertai
isterimu!” (HR. Bukhori dari Ibnu Abbas, kitab al-jihad wa al-sair, nomor
2784; dan Muslim, kitab al-Hajji, nomor 2391)

Dalam Hadith diatas terdapat kalimat yang berbentuk nahi, yaitu larangan

berkhalwat dan  larangan  bepergian  bagi  wanita  tanpa  disertai
muhrimnya Lexa s W1 31l (8 L g 3 pala Ja )y o sla0Y )
(e >« Lafaz Hadith tersebut diatas dari segi cakupan artinya termasuk kategori

lafaz khash. Sedangkan dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz tersebut termasuk
hagigat. Pada lafaz muhrimun, arti hakikinya adalah orang yang haram untuk
dinikah®®,

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini
termasuk waadhiih al-dalalah kategori nash, karena lafaz tersebut sudah jelas artinya
dan langsung bisa dipahami setelah didengar, dan memang arti itulah yang dimaksud.
Makna dari lafaz diatas adalah larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan
dan larangan bepergian bagi wanita tanpa disertai dengan muhrimnya. Lafaz ini wajib
diamalkan selama tidak ada garinah yang memalingkannya.

Sedangkan bila ditinjau dari cara menemukan makna yang dimaksudkan

oleh sebuah teks, ayat diatas termasuk dalam kategori dalalah ibarat, karena

% Muhammad bin Qasim, Fathul Qarib, Surabaya: Al-Hidayah, him. 45



penunjukkan terhadap larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan dan
larangan bepergian bagi wanita tanpa disertai dengan muhrimnya itu dapat segera
dipahamkan dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh teks. Hukum dari

dalalah ibarat ini pun wajib untuk diamalkan.
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Artinya : Dari Abu Hurairoh, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada dua
kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; (1) sekelompok
orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu
mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakian (seperti)
telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka
bersanggul besar laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga
dan tidak dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat
tercium dari jarak sekian. (HR. Muslim, kitab al- Libas waaz-Ziinah, bab an-
Nisa’ al-Kaasiyat al-‘Aariyat al-Maa’ilat al-Mumiilat, nomor 3971)

Dalam Hadith diatas terdapat lafaz mugayyad, yaitu lafaz khash yang
diberi batasan berupa lafaz lain yang dapat mempersempit keluasan artinya. Pada
lafaz nisaa 'un (kaum perempuan) diberibatasan dengan lafaz kaasiyaatin ‘aariyaatin
mumiilaatin maailatin (yang berpakaian seperti telanjang). Oleh karena itu pengertian
wanita dalam Hadith diatas bukanlah semua perempuan, akan tetapi hanya kaum
perempuan yang berpakaian seperti telanjang.

Ditinjau dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz ini termasuk sharih,

sudah jelas dan terang maksudnya. Hukum lafaz sharih ini wajib diamalkan. Dari



segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz diatas termasuk waadhiih
al-dalalah. Bentuknya nash, lafaz yang sudah jelas artinya dan memang itulah yang
dikehendaki.. Lafaz nash ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil lain yang
memalingkan artinya.

Sedangkan ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh
teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori dalalah isyarat, yaitu makna tersirat dari
sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Pada hadist diatas ada satu
kesimpulan yang bisa kita peroleh, yaitu larangan untuk berpakaian yang sangat tipis
sehingga kelihatan seperti telanjang atau larangan memperlihatkan aurat wanita.

Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.

6) Hadith Nabi saw tentang aurat perempuan :
A e A g ol S ol cn eladd o e & ) ddile oo
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Artinya : Dari ‘Aisyah r.a. bahwa Asma’ binti Abu Bakr masuk ke (rumah)
Rasulullah saw mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah saw berpaling
dari (arah)-nya dan bersabda, “Hai Asma’! seorang perempuan jika
sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali
ini dan ini. Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu
Daud dalam sunan-nya, kitab al-Libas, bab fi ma tubdi al-mar’ah min
zinatiha, nomor 3850)

Didalam Hadith diatas terdapat lafaz yang menunjukkan makna nahi,
larangan tersebut terdapat pada lafaz (1385 13 Y leia sy Of lai al ) yaitu

larangan memperlihatkan bagian tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan.



Penunjukan terhadap larangan/keharamannya adalah mutlak karena tidak ada dalil
lain yang menunjukkan terhadap arti yang berbeda. Hadith tersebut diatas dari segi
cakupan artinya termasuk lafaz khash.

Dari segi artinya dalam pemakiaian, lafaz ini termasuk sharih, lafaz yang
sudah jelas dan terang maksudnya. Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam
memahaminya, lafaz ini termasuk waadhiih al-dalalah kategori nash, karena lafaz
tersebut sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar, dan
memang arti itulah yang dimaksud. Makna dari lafaz diatas adalah larangan untuk
memperlihatkan aurat tubuh wanita bila telah sampai dewasa. Lafaz ini wajib
diamalkan karena tidak ada garinah yang memalingkannya.

Sedangkan bila ditinjau dari cara menemukan makna yang dimaksudkan
oleh sebuah teks, lafaz tersebut diatas termasuk dalam kategori dalalah ibarat, karena
penunjukkan terhadap larangan untuk memperlihatkan aurat tubuh wanita yang sudah
dewasa itu dapat segera dipahamkan dan memang makna itulah yang dikehendaki

oleh teks. Hukum dari dalalah ibarat ini pun wajib untuk diamalkan.

C. AKIBAT-AKIBAT DARI PORNOGRAFI & PORNOAKSI

Semakin maraknya tindak pornografi dan pornoaksi yang terjadi di
Indonesia, dengan segala macam dan bentuk dari pornografi dan pornoaksi itu sendiri
menimbulkan reaksi keras dari sebagian kelompok masyarakat, dengan munculnya

berbagai gerakan yang bertujuan agar RUU anti pornografi dan pornoaksi segera



disahkan®®. Mereka menilai bahwa dampak dari pornografi dan pornoaksi sudah
sangat meresahkan dan tidak bisa ditoleril lagi.
Diantara akibat-akibat yang muncul dari maraknya tindak pornografi dan
pornoaksi diantaranya adalah :
1. Perzinaan

Perzinaan %’

merupakan akibat yang paling banyak ditimbulkan dari

pornografi dan pornoaksi. Kasus ini sangat jarang sekali diberitakan di media massa,

tidak sama dengan kasus perkosaaan, hal ini dikarenakan karena sangat sulitnya kasus

ini diungkap. Namun begitu kasus-kasus perzinaan ini banyak terjadi di masyarakat.

Dalam kasus perzinaan ini tidak sedikit yang berujung pada free sex, perselingkuhan,

perkosaan, dan pelacuran / prostitusi, sebagai akibat dari efek kecanduan untuk
melakukan hubungan intim.

a. Free sex

Diantara contoh kasus perzinaan yang sangat mencengangkan

diantaranya adalah kasus yang dilakukan oleh seorang staff pengajar di

sebuah lembaga pondok pesantren, Nur Syafi’il Ummah yang terletak di

Purwakarta. Kasus ini berlangsung dari Agustus 2004 —April 2006 yang

kurang lebih telah memakan korban sebanyak tujuh orang santriwati di

pondok pesantren tersebut. Dari keterangan yang didapat dari pelaku,

% Berbagai kelompok / elemen masyarakat dan atau ormas-ormas, mendukung segera disahkannya
RUU anti pornografi dan pornoaksi dengan berbagai macam wujud dukungan. Diantaranya Nahdlatul
Ulama, dengan pernyataan sikap oleh KH Hasyim Muzadi selaku Ketua Tanfidziah Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia, melalui pernyataan sikap secara resmi. Lebih lengkap
lihat Bola Api pornografi dan pomoaksi, Majalah Justisia, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo, edisi 29 tahun XIV 2006, him. 22

%7 Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji wanita yang diharamkan karena zat perbuatan itu.
Zina dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu zinanya orang yang sudah balig, berakal, merdeka,
dan sudah pernah menikah (zina muhsan) hukumannya dirajam, dan yang kedua adalah zina orang
yang belum menikah (zina ghairu muhsan) hukumannya didera seratus kali dan diasingkan keluar
negeri selama satu tahun. Lebih lanjut lihat Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Bandung: Sinar Baru
Aglesindo, 2002, him. 436



dia dan santriwati terangsang setelah menonton film porno (Blue Film)
bersama-sama. Yang lebih mengherankan lagi, menurut pengakuannya,
tersangka kadang-kadang melakukan hubungan badan dengan
korbannya dihadapan dan seizin istri tersangka. lronisnya, sebelum
tersangka berhubungan dengan korban, dia berhubungan terlebih dahulu
dengan istrinya dihadapan korban®®.

Tidak hanya berhenti disitu saja, karena dari perzinaan itu sendiri
muncul akibat lain yang tidak kalah memprihatinkan diantaranya adalah
aborsi®® dan pembunuhan. Salah satu contoh kasus perzinaan yang
akhirnya berujung pada pembunuhan adalah kasus seorang remaja yang
dengan entengnya mendorong pacarnya yang sedang hamil kearah
sebuah truk yang sedang melaju kencang. Tak pelak lagi peristiwa yang
terjadi di jalan Puspitek, Pamulang, Tangerang itu akhirnya merenggut
nyawa Lasmi (16) dan janin yang sedang dikandungnya®.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan selama ini menjadi topik yang cukup menarik
diperbincangkan. Dalam hukum Islam, perselingkuhan ini masuk
kepada kategori zina muhsan, sedangkan hukuman bagi pelakunya dalah
dirajam. Banyak kasus-kasus perselingkuhan yang pada akhirnya

terkuak dan menimbulkan berbagai akibat. Tidak jarang kasus-kasus

% Jejak Kasus, Indosiar, edisi 19 Mei 2006

% Menurut Indah Sukmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, perempuan yang
mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (diluar nikah), kemudian melakukan tindakan aborsiyang
tidak aman (2 juta dari aborsi, 700 ribu dilakukan oleh remaja), adalah sangat signifikan, sementara
tidak jarang, persepsi masyarakat hanya menyalahkan remaja yang tidak bisa membawa tubuhnya
dengan baik. Lebih lengkapnya lihat Sofia Kartika, Sex, Youth and Videotapes;seks tidak selalu
porno%rafi,Jurnal Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004, him. 86

1% Harian Sinar, 10 Mei 1997 dalam FX. Rudy Gunawan, Wild Reality, Refleksi Kelamin &
Sejarah Pornografi, Jakarta: Gagas Media, 2003, him. 5



perselingkuhan tersebut berbuntut pada pengadilan, seperti kasus yang
terjadi pada pertengahan tahun 2005, antara seorang pengusaha dengan
seorang bintang sinetron asal Aceh, yang saat ini kasusnya sudah
melimpah ke pengadilan.
c. Perkosaan

Berita tentang adanya perkosaan hampir setiap hari muncul di
media massa, baik itu Koran, tabloid, atau televisi. Penyebab dari tindak
pidana perkosaan itu sendiri bermacam-macam, akan tetapi yang paling
banyak adalah munculnya hasrat seksual yang begitu tinggi dalam diri
pelaku yang tak tertahankan setelah melihat adegan-adegan syur dari
film porno (Blue Film), salah satu bentuk dari pornografi dan pornoaksi.

Banyaknya kasus perkosaan yang terjadi, semakin menambah
panjang daftar korban dari tindak pornografi dan pornoaksi. Salah satu
kasus yang terjadi adalah kasus perkosaan yang terjadi di Kupang, Nusa
Tenggara Timur, dimana tiga anak kelas 5 sebuah Sekolah Dasar
memperkosa seorang balita tetangga mereka sendiri setelah ketiganya
mengintip film BF yang sedang ditonton oleh tetangga mereka®®!.

d. Prostitusi

Di Negara Indonesia, praktek prostitusi semakin berkembang
seiring dengan kemajuan zaman. Banyak tempat-tempat prostusi yang
menyediakan kenikmatan sesaat. Di Semarang terdapat lokalisasi
“Sunan Kuning”, di Jakarta dikenal dengan lokalisasi “Kramat

Tunggak”, Di Yogyakarta ada istilah “Sarkem” untuk menyebut tempat

101 Byser, RCTI, edisi 17 Mei 2006



prostitusi, dan masih ada satu lokalisasi lagi yang notabene terbesar se-

Asia Tenggara, yaitu lokalisasi “Dolly”, yang terdapat di Surabaya.
Indonesia menjadi tempat yang cukup strategis dalam
pertumbuhan dan penyebaran praktek mesum tersebut. Tengok saja
praktek pedofilia yang dilakukan oleh warga kebangsaan Australia,
Robert “dolly” Duun, dan eks diplomat Australia di Indonesia, William
Steward Brown, yang kasusnya terungkap di Lombok, pada pertengahan

tahun 19962,
2. Penyimpangan perilaku seksual

Munculnya penyimpangan perilaku seksual saat ini juga banyak terjadi di
masyarakat. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor retaknya keluarga sampai faktor

dari luar, pengaruh dari media masa. Diantara perilaku seks menyimpang adalah;

a. Hubungan seksual dengan binatang,

Dalam hukum Islam, penyimpangan seksual yang berupa tindak
pidana dengan  binatang termasuk kategori dosa, karena akan
menimbulkan mafsadat yang sangat besar, yaitu merusak ekosistem
hewan dan terutama bagi pelaku, akan menjerumuskannya dalam lembah
kenistaan.

Dalam hadist yang diriwayatkan ~Ahmad, Abu Dawud, dan

Turmudzi :
dy e Jialus ade &l Lo il () Gibe 0ol e e Se (e
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192 EX. Rudy Gunawan, op.cit., hIm. 8



Dari Ikrimah dari Ibn Abbas bahwa Nabi saw bersabda; ““Barang
siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula
binatang itu.” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudzi).

Hewan yang disetubuhi itu harus dibunuh, meskipun termasuk jenis
hewan yang dagingnya haram dimakan. Hal ini dikarenakan agar hewan
tersebut tidak menurunkan anak yang mempunyai kelainan, sebagaimana
suatu cerita tentang seorang gembala yang berhubungan kelamin dengan
hewan, kemudian hewan tersebut menurunkan anak yang mempunyai
kelainan'®3,

b. Hubungan seksual dengan mayat,

Pornografi dan pornoaksi juga dapat mengakibatkan seseorang
untuk cenderung mempunyai kebiasaan perilaku seksual yang
menyimpang, yang diantaranya adalah hubungan seksual dengan mayat.

Para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan hukum dan
hukum dari kasus hubungan seksual dengan mayat. Imam Abu Hanifah
berpendapat bahwa perbuatan ini tidak termasuk zina dan hanya dikenai
ta’zir. Menurut madzhab Syafi’l dan Hambali, perbuatan ini dihukumi
zina dan dikenai had bila pelaku bukan suami istri. Bahkan perbuatan ini
dianggap lebih berat dari zina, karena didalamnya mengandung dua unsur
kejahatan, zina dan pelanggaran kehormatan mayat!®.

c. Hubungan seks sejenis

Hubungan seks sejenis (homoseks dan lesbi) ini merupakan salah

satu bentuk penyimpangan seksual yang sangat dilarang oleh agama. Kita

103 Keterangan dalam kitab Albahr sebagaimana dikutip Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, Bandung: Ak
Ma’arif, 1990, hlm. 140
104 jhat Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005, him. 15



dapat mengambil pelajaran dari kisah kaum Nabi Luth as, yang
mempunyai tradisi penyimpangan seks berupa hubungan seks sejenis'®.

Firman Allah Dalam Al-Qur'an surat al-A’raaf 80-84 :
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“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth kepada kaumnya, “mengapa
kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah
dikerjakan oleh seorangpun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya
kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka,
bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui
batas”. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan; “Usirlah mereka
(Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka
adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. “Kemuudian
Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya, dia
termasuk  orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami
turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana
kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Dalam hadist juga disebutkan ancaman bagi pelaku homoseks;
o JBalu g adde A e Al gy JB Gilae ol e 4 Se e
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Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth
(homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjakainya.

Perbuatan homoseks ini dapat merusak jiwa. Selain itu homoseks

juga dapat menyebabkan terjadinya syndrom penyakit mental, depresi

105 1bid., him. 10



mental yang mengakibatkan seseorang tidak bisa merasakan kebahagiaan
hidup, dan menjadikan kemampuan berpikir menjadi lemah'°®. Dalam hal
ini, para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam syafi’i
berpendapat bahwa had bagi pelaku homoseks (pelaku maupun yang
dikerjai) adalah hukum bunuh, meskipun pelaku masih jejaka.

3. Penularan Penyakit Kelamin

Salah satu akibat dari tindak pornografi dan pornoaksi adalah
timbulnya berbagai penyakit-penyakit kelamin yang menular. Banyak
sekali ragam dari penyakit-penyakit kelamin tersebut, mulai dari sipillis,
raja singa, sampai penyakit yang sangat mematikan, yaitu AIDS 7
karena sampai saat ini dunia kedokteran belum menemukan obat untuk
penyakit ini.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Bambang Sadono SH,
MH, bombardier penghancuran moral ini telah dilakukan secara luas
dalam masyarakat dibawah komando media pornografi, maka batas-batas
rasa malu pasti terkoyak, kemesuman bangkit sebagai kebanggaan sosial.
Potensi, kreativitas dan harmoni pergaulan sosial termandulkan, sensi-
sendi kedamaian, kesejahteraan, ketertiban luluh lantak dibuatnya, jalan
menuju keburukan berupa efek kecanduan, kerapuhan jiwa, kekerasan

seksual, seks bebas, selingkuh, pelacuran, aborsi, single parent, penyakit

108 sayyid Sabig, op.cit., him. 135

197 Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah, terhitung pada tahun 2002-2004 dan
komulatif kasus 1993-2004, Semarang menempati peringkat pertama kasus AIDS terbanyak di Jawa
Tengah, yaitu sebanyak 90 kasus. Suara Merdeka, edisi Jumat, 16 Desember 2005



menular seksual, AIDS, industri mesum prikopat dan kriminal terbuka
lebar'®®,

BAB V

PENUTUP

A.  KESIMPULAN
Setelah penulis mengadakan kajian yang mendalam, maka penulis dapat
menarik beberapa kesimpulan, antara lain;

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai salah satu lembaga keagamaan
Islam di negara Indonesia memberikan perhatian yang begitu besar tentang
maraknya pornografi dan pornoaksi dengan mengeluarkan tausyiah dan
Fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, yang berisikan
tentang beberapa pertimbangan, dasar hukum, hukum dari pornografi dan
pornoaksi, serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan
pornografi dan pornoaksi untuk ikut mencegah mafsadat yang ditimbulkan
dari pornografi dan pornoaksi.

2. Dalam fatwa MUI tersebut ada sepuluh dasar hukum / dalil yang diambil
untuk penetapan hukum pornografi dan pornoaksi, yang terdiri dari empat
ayat Al-Qur'an dan enam hadits Nabi Muhammad saw, tentang larangan
berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, dan berperilaku
tertentu, serta hadits tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan

perempuan bukan mahram.

198 | jhat Waspadai Pornografi dan Pornoaksi, Majalah Bulanan Rindang, Kantor Wilayah
Departemen Agama Jawa Tengah, 2003, him. 5



3. Dalam segi maslahat, fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi tersebut
sejalan dengan salah satu tujuan penetapan hukum syari’ah, yaitu al-umuru
al dharuuriyah, yang salah satu point didalamnya terdapat keharusan untuk
menjaga keturunan, dan segala sesuatu yang dapat merusak keturunan harus
dihilangkan, termasuk pornografi dan pornoaksi, karena pornografi dan
pornoaksi dapat mengakibatkan zina yang akhirnya bisa merusak garis
keturunan. Fatwa tersebut juga sejalan dengan beberapa gaidah ushul figh
yang bertujuan untuk pemeliharaan kemaslahatan dan mencegah mafsadat,
diantaranya adalah qaidah ushul figh dar’ul mafasid mugaddamun ‘alaa
jalbi al mashaalih (menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas
mendatangkan maslahat)

4. Ditinjau dari gaidah ushul figh lughawiyah (gaidah-gaidah yang dipetik dari
bahasa), fatwa MUI tersebut relevan dengan gaidah ushul figh lughowiyah,
yaitu khash, sharih, waadhihuddalalah, serta dalalah isyarat dan dalalah
ibarat. Dasar hukum yang digunakan MUI dalam mengambil hukum tentang
pornografi dan pornoaksi tersebut dalam kaedah lughowiyah, semuanya
mempunyai kekuatan hukum yang tinggi. Semuanya jelas menunjukkan
lafaz-lafaz yang dipakai, makna yang dikandung, serta segala sesuatu yang
berkaitan dengan kebahasaan menunjukkan bahwa dasar hukum tersebut
kuat dan menunjukkan bahwa arti atau maksud dari dasar hukum tersebut
memang wajib untuk diamalkan. Artinya hukum yang diambil dari dalil-
dalil tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, karena dalil-dalil

yang diambil/dipakai untuk penetapan hukum sudah kuat.



B. SARAN

Dari pemaparan yang telah kami uraikan diatas, penulis ingin memberikan

saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi, yaitu ;

1.

Sebagai umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya kita
mengikuti dan melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan / fatwa MUI
mengenai pornografi dan pornoaksi, karena pada dasarnya posisi MUI disini
adalah sebagai ulil amri yang harus Kita patuhi.

Memohon dengan sangat kepada semua pihak yang berkaitan dengan media
masa, seperti produser, penerbit, dan pimpinan media, potographer, model,
baik cetak maupun elektronik, agar melakukan pekerjaannya tidak keluar
dari frame yang telah dijelaskan dalam fatwa MUI tenang pornografi dan
pornoaksi tersebut, dan segera menghentikan segala kegiatan/ aktivitas yang
didalamnya terdapat unsure-unsur pornografi dan pornoaksi.

Kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menindak pelaku /
otak pelaku dari tindak pornografi dan pornoaksi, sesuai dengan hukum
yang berlaku.

Memohon kepada pihak yang berwenang dalam menetapkan hukum yang
berlaku di Indonesia, agar dalam menyikapi pornografi dan pornoaksi,
memberlakukan upaya-upaya preventif yang tegas dan jelas, sebagai upaya
pencegahan terhadap penyebaran lebih luas dari pornografi dan pornoaksi.
Kepada seluruh masyarakat agar membantu pemerintah dalam menghambat
dan menghentikan penyebaran pornografi dan pornoaksi dengan

memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga.



PENUTUP

Dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbi al ‘Alamiin, akhirnya
selesailah penyajian karya ilmiah ini. Kiranya hanya ini yang bisa penulis
sampaikan dalam skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak terdapat
kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan
saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini
menjadi motivasi buat penulis untuk selalu berkarya, ikhtiar, dan berdoa kepada

Allah SWT, demi perbaikan dalam penulisan karya ilmiah yang akan datang
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